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ABSTRAK

ANALISIS REFORMASI BIROKRASI DI KANTOR
IMIGRASI KELAS | TPI PEKANBARU

Oleh :

NABIILA SANIYAH
NIM.11675202430

S NIN!tw eydido yeq @

< Penelitian ini dilakukan pada Kantor Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru,
défigan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor
Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru dan untuk mengetahui faktor penghambat dalam
pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru.
Pepentu subjek penelitian ini dilakukan dengan purposive sampling dengan
ménjadikan 6 orang pegawai Kantor Imigrasi Kelas | TPI Pekanbaru sebagai key
informan penelitian dan 45 orang pegawai sebagai responden kuesioner. Sumber
data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode campuran (mixed
methods) adalah metode penelitian kombinasi antara metode penelitian kualitatif
dan kuantitatif dalam satu kegiatan penelitian untuk menyelesaikan masalah
penelitian dengan ditandai adanya data yang lebih komprehensive, valid, reliabel
dan objektif.Metode pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara,
kuesioner dan dokumentasi untuk melihat hasil penelitian dan pembahasan.
Sehingga dapat diperoleh hasil bahwa pelaksanaan reformasi birokrasi sudah
berjalan dengan baik ini dilihat dari pelayanan yang diberikan sesuai dengan
pedoman standar pelayanan dan fasilitas yang memadai, pencanangan program
WE%lyah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Bebas Bersih Melayani(WBBM)
khgsusnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan
pud@lik kemudian penggunaan teknologi yang sangat membantu Kinerja para
pegawai kantor Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru. Adapun faktor penghambat
datam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu keterbatasan sumber daya manusia,
jumlah kuota pelayanan dibatasi, dan belum terealisasinya unit kerja
kefmigrasian yang rencananya akan dibuat di Kabupaten Pelalawan, Kampar,
da#Rohul.

®
L]
Kdta Kunci: Pelaksanaan, Faktor Hambatan, Reformasi Birokrasi
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KATA PENGANTAR

wejdio ey @

As:_sqlamu’alaikum Wr.Wb
z Alhamdulillahirabbil ‘alamin, sedalam syukur dan setinggi puji penulis
uc?pkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan rahmat serta taufik dan
higbyah-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini,
sh;awat serta salam tidak lupa pula penulis doakan semoga senantiasa Allah
Ii%pahkan kepada Nabiyullah, Habibullah Muhammad SAW yang telah
membawa manusia dari alam jahiliyah kepada alam yang terang menerang yang
penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.
Dengan izin dan rahmat Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi ini
dengan Judul “Analisis Reformasi Birokrasi Di Kantor Imigrasi Kelas I TPI
Pekanbaru”, merupakan karya ilmiah yang disusun untuk memenuhi sebagai

pegéyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Sosial pada Jurusan Administrasi
-

(¢]
Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif

F—

+¥]
Kasim Riau.
=
g Selanjutnya, pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan rasa ucapan
teﬁmakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membimbing
W
dad mendukung penulis baik dengan moral maupun material selama
(=}
bertangsungnya penyusunan skripsi ini, mudah-mudahan mendapat pahala di sisi
<
A@h SWT. Dengan segala kemurahan hati, penulis menganturkan banyak
teé:nmakasih kepada:
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©
l.mIKedua orangtua tercinta, Ayahanda Yusfi Dan Ibunda Erida yang senantiasa

gpencurahkan kasih sayang, semangat dan untaian doa yang terus mengalir
-;?kepada peneliti sejak kecil hingga saat ini, serta memberikan dukungan penuh
?_tgrhadap penulis dalam menyusun pembuatan skripsi ini.

Z.Eapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan
§yarif Kasim Riau.

S.E_Bapak Dr.Drs. H. Muh Said H.M., M.Ag, M.M., selaku Dekan Fakultas
Q\;Jﬁkonomi dan llmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
gempat dimana penulis banyak menimba ilmu disana.

4. Bapak Dr. Kamaruddin S.Sos., M.Si., selaku Ketua Jurusan Administrasi
Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
Syarif Kasim Riau tempat dimana penulis banyak menimba ilmu disana.

5. Bapak Dr. Jhon Afrizal S. H.l., M.A., selaku Sekretaris Jurusan Administrasi
Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan
=r=5-}“%yarif Kasim Riau tempat dimana penulis banyak menimba ilmu disana.

6. g-bu Abdiana llosa S.Ap., M.PA., selaku Penasehat Akademik yang telah

m - - -
gmemberikan nasehat dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.

™
7.?apak Drs. Almasri M.Si., selaku Dosen pembimbing skripsi yang

i o

A

amemberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam pembuatan skripsi

ISI

Berta dapat meluangkan waktu dan pikiran serta sabar dalam membimbing

(0]

«penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

neny wisey jraedg uejn



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

©
8.mIBapak/Ibu dosen Fakultas Ekonomi dan llmu Sosial UIN Suska Riau yang

-
delah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis serta seluruh staf

o
adan pegawai Fakultas Ekonomi dan IImu Sosial UIN Suska Riau.

=

9. -Sahabat-sahabat dan teman seperjuangan penulis terutama untuk Tika, Nurnia,
~
Nurrijaliana, Enny, Novi, Vinny, Shindy, dan Laili semangat serta
ﬁemikirannya kepada penulis.

c
10;{\_Kepada keluarga besar Kantor Imigrasi yang telah membantu penulis selama

jeb)
Zini sejak awal hingga akhir proses penelitian. Terimakasih banyak atas

jab)
hantuannya.
11.Semua pihak yang turut membantu penulis, baik langsung maupun tidak

langsung. Hanya terima kasih yang tulus yang dapat penulis ucapkan.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan yang
telah diberikan dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua
da.gf semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita kejalan yang penuh

@
keclgaikan dan kebenaran. Aamiin ya Rabbal ‘alamiin.

|

Wessalamu’alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 20 Juli 2020
Penulis,

Nabiila Saniyah
NIM.11675202430
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1.5 Latar Belakang Masalah

— Reformasi birokrasi saat ini sangat diperlukan dalam rangka perbaikan

n

kuzjitas aparatur sipil negara. Dari sudut pandang masyarakat, birokrasi selama ini

di%’ﬂggap sebagai sesuatu yang msenyulitkan, berbelit-belit,dan tidak profesional.
w

Dari sudut pandang pemerintah sendiri mulaimerasa tidak nyaman dengan status

py)
aparatur sipil negara yang mempunyai predikat sewenang-wenang, koruptif dan
c

tidak melayani. Pemerintah menghendaki adanya peningkatan pencitraan birokrasi
dimata masyarakat, sehingga pemerintah sendiri juga menginginkan segera
dilakukan perbaikan citra aparatur sipil negara melalui program reformasi
birokrasi.

Reformasi birokrasi merupakan sebuah kebijakan yang dibuat untuk
mgrjlgubah atau membuat suatu perbaikan dalam birokrasi pemerintahan Indonesia
sa% ini. Perubahan atau perbaikan yang ingin dilakukan dalam reformasi birokrasi
mgﬁcakup struktur dan proses dalam penyelenggaraan pelayanan publik, serta

B

peflbahan pada mindset dan culturset pegawai. Reformasi birokrasi juga
=
begtujuan untuk memperbaiki prosedur administrasi dibirokrasi pemerintah,
(g°]
peﬁ_)aikan penggunaan keuangan negara dan akuntabilitas Kinerja instansi

]

pemerintah. Dasar hukum pelaksanaan kebijakan reformasi birokrasi ini tertuang
@)

dafam Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

js¥]
Bizjokrasi 2010-2025. Penjabarannya dituangkan dalam Permenpan & RB No.20
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Tagun 2010 dan Permenpan & RB No.11 Tahun 2015 tentang road map

-
Reformasi Birokrasi.
o

—

o Sistem birokrasi sangat diharapkan dapat menjalankan perannya secara
op%_mal. Namun, dalam kenyataannya, keberadaan birokrasi dalam pemerintah
segwg kali dipandang secara dikotomis, selain dibutuhkan untuk melaksanakan
urgz§an pemerintah sehari-hari, birokrasi juga seringkali dianggap sebagai sistem
yzfzg menyebabkan jalannya pemerintahan dan layanan publik tersendat dan
bei;ele-tele. Gejala penyakit birokrasi seperti ini , tampak pula dalam sistem
bi%krasi pemerintahan di Indonesia. Berbagai kritik tentang in-efisiensi dalam
sistem birokrasi Indonesia, kuantitasnya yang terlalu besar dan kaku sudah sering
dinyatakan terbuka (Thoha, 1987; Dwiyanto, 2002). Sistem pencaloan yang
merajalela, nepotisme serta terjadinya berbagai patologi birokrasi menyiratkan
bahwa reformasi birokrasi pemerintah harus dilakukan.

Reformasi birokrasi pemerintah sangat mendesak untuk dilakukanketika
di@itkan dengan berbagai perubahan dalam konteks global, antara lain perubahan
paia:;digma kekuasaan yang terjadi dengan dinamis selamaperiode pertengahan
abggj 20 hingga awal abad 21. Gelombang demokratisasi yang ditandai dengan
ke&ﬁerdekan negara-negara bekas jajahan, peralihan kekuasaan dari rezim

e

otéritarian, kecenderungan sentralistik dan runtuhnya komunisme membawa
]

perubahan yang berarti dalam sistem kekuasaan menjadi lebih demokratis dan
=]

te@stribusi (desentralisasi).

Pada awalnya, penyelenggaraan pemerintahan secara sentralistik dipandang

g uejn

akan lebih efektif dan efisien, tapi asumsi ini mengalamiperubahan ketika
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m%ghadapi tantangan dimasa kini yang menuntut pemerintah untuk makin

regonsif terhadap kebutuhan masyarakat. Akan tetapi,berbagai penyimpangan
ya%g terjadi sebagai dampak dari sentralisasi menyebabkan legitimasi pemerintah
me?_f?urun dimata publik. Ketika negara tidak lagi cukup memiliki kemampuan
urgik memaksakan kepatuhan masyarakat dan makin luasnya keterbukaan akses
inﬁrmasi publik, maka yang terjadi adalah fenomena kegagalan negara untuk

c
mg\_fnenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam jangka panjang, penurunan kapasitas

nezﬁra ini akan berdampak negatif karna mengarah deligitimasi pemerintahan,
ap%)tisme publik, dan berpotensi memunculkan anarkisme. Kegagalan negara
dalam arti pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarkat akan menimbulkan
keraguan publik terhadap urgensi kehadiran negara dalam hal ini pemerintah.
Kondisi ini bila dibiarkan akan mengarah kepada ketidakpastian dan pelemahan
jaminan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

Reformasi birokrasi pemerintan menjadi bagian dari upaya untuk
m%nperkuat negara karena melalui reformasi birokrasi, peran dan lingkup
int-i;rvensi negara dalam hal ini yaitu pemerintah didefinisikan ulang untuk
mg?jawab tantangan zaman. Karena itu, reformasi birokrasi juga tidak sekedar
mé;hyederhanakan struktur birokrasi, tapi mengubah pola pikir (mind set) dan pola
bté'aya (cultural set) birokrasi untuk berbagi peran dalam tata kelola
pe%erintahan. Birokrasi pemerintah merupakan unsur yang sangat vital dalam
méhqentukan arah untuk mencapaikeberhasilan suatu penyelenggaraan negara.

Dgﬁgan kemajuan teknologi terutama teknologi informasi dan komunikasi yang

dena%ikian pesat sertapersaingan global yang semakin ketat, masyarakat sangat
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pe&)& terhadap kinerja birokrasi pemerintahan dan sangat peduli dengan

-

peningkatan kualitas hidupnya. Baik atau buruk kinerja birokrasi pemerintah akan
o

sapgat menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.

Reformasi birokrasi, merupakan salah satu cara untuk membangun

rcayaan rakyat. Pengertian reformasi birokrasi sendiri ialah, suatu usaha

x
BYIw

erubahan pokok dalam suatu sistem yang tujuannya mengubah struktur, tingkah

EXENSSN|

laku, dan keberadaan atau kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang

lingkupnya tidak hanya terbatas pada proses dan prosedur, tetapi juga mengaitkan

e

perubahan pada tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Reformasi Birokrasi
diarahkan pada upaya-upaya mencegah dan mempercepat pemberantasan korupsi,
secara berkelanjutan, dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan
berwibawa (good governance), pemerintah yang bersih (clean government), dan
bebas KKN.

Salah satu instansi pemerintahan yang melakukan reformasi birokrasi,
segjngga mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang memuaskan kepada
m;:;yarakat adalah Kantor Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru sebab instansi
peg]erintah ini merupakan instansi yang banyak mengurusi kepentingan
méyarakat dalam hal perizinan (pembuatan paspor) sehingga sangat dibutuhkan

reﬁ)rmasi birokrasi di dalam memberikan pelayanan administratif kepada

w

m%yarakat.
=)

a Menurut Prasojo (2008), guru besar sekaligus ahli administrasi negara dari
o

FI§IP Ul, untuk terwujudnya reformasi birokrasi, maka diperlukan strategi-

st%jtegi reformasi birokrasi, yaitu :
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1%Level kebijakan, harus diciptakan  berbagai  kebijakan  yang

-
o mendorongBirokrasi yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak sipil warga
o

—

o (kepastian hukum, batas waktu, prosedur, partisipasi, pengaduan, gugatan).

=

2.—Level organisational, dilakukan melalui perbaikan proses rekrutmen
~

 berbasiskompetensi, pendidikan dan latihan yang sensitif terhadap

ikepentingan masyarakat, penciptaan Standar Kinerja Individu, Standar

c
< Kinerja Tim dan Standar Kinerja Instansi Pemerintah.

jeb)
3.-olLevel operasional, dilakukan perbaikan melalui peningkatan service

QD
< qualitymeliputi dimensi tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan

emphaty.
4. Instansi Pemerintah secara periodik melakukan pengukuran kepuasan
pelanggan dan melakukan perbaikan.
Hal inilah yang coba dilakukan oleh kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pekanbaru
di bawah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk merubah wajah

bi?krasi kantor Imigrasi yang dahulunya dalam sistem prosedur pelayanan

-

(¢°]
adca‘:aninistratif yang diberikan masih dilakukan secara manual, namun sekarang

m -
sudah menerapkan pelaksanaan E-government dalam sistem prosedur pelayanan
-

adgﬁinistratif di Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru.E-government adalah

e

perfgggunaan teknologi informasi oleh pemerintah untuk memberikan informasi
]

daﬁ: pelayanan bagi warganya, urusan bisnis serta hal-hal lain yang berkenaan
(=}

dea’gan pemerintah. Pelaksanaan E-governmentdalam rangka meningkatkan
e

kti'glitas pelayanan publik secara efektif dan efisien, dengan penataan sistem

mg)qajemen serta proses kerja dilingkungan pemerintah dan pemerintah daerah.
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©
g Kantor Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru juga mengalami perubahan yang

-
baitk secara signifikan, mulai dari segi fasilitas sarana dan prasarana seperti

a%’nya ruang bermain anak-anak, tempat duduk khusus lansia, orang sakit dan
ar%( bayi, ruang tunggu yang dilengkapi dengan pendingin ruangan, suasana yang
n;Eman dan bersih, musholla, toilet, adanya fotocopy di area kantor, halte
m?;unggu diluar kantor, lapangan parkir yang memadai dan keramahan dari
pefE_Ugas.

jeb)

v Dalam pelaksanaan pelayanan pengurusan paspor,sudah tidak lagi secara
mgnual tetapi sudah menggunakan sistem secara online. Seperti dalam
pengambilan nomor antrian wajib menggunakan via online melalui aplikasi dari
portal resmi kantor Imigrasi. Namun dalam penggunaan aplikasi paspor online ini
masih ditemukan adanya masalah seperti kuota selalu penuh jika akses ke aplikasi
padahal sesuai jam dibukanya pengambilan nomor antrian, sehingga hal ini
membuat masyarakat kesulitan dalam mengambil nomor antrian dikutip dari
uI%an komentar masyarakat di website resmi Kantor Imigrasi. Selanjutnya masih
dit-i;mukan adanya calo dalam pengurusan paspor kilat dengan pembayaran diatas
PI%P ( Penerimaan Negara Bukan Pajak) pada 20 januari 2020 dikutip dari berita

™
orﬂblne GoRiau.com dimana Satreskrim Polresta berhasil menangkap calo

perfglbuatan paspor kilat di Kantor Imigrasi Kelas | TPI Pekanbaru.

3S

< Di Tahun 2019 ini pelayanan rekam data dan buat paspor sudah bisa

(0]

diﬁkukan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru, kantor imigrasi pekanbaru

[n

mémbuka layanan tersebut di Mal Pelayanan Publik (MPP) Pekanbaru.
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©
g Dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kantor Imigrasi mencanangkan

-
zopa integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Zona integritas adalah predikat

ya-g]'g diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya
me?_r_ﬂpunyai komitmen untuk mewujudkan WBK (Wilayah Bebas Dari
K&upsi)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) melalui reformasi
biﬁkrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi, peningkatan kualitas
péi_ayanan publik dan meningkatkan kepercayaan publik kepada lembaga

jeb)
pemerintah.

g Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah predikat yang diberikan kepada
suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen peubahan, penataaan
tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan dan
penguatan akuntabilitas kinerja. Sedangkan Wilayah Bebas Bersih Melayani
(WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi
sebagian besar manajemen perubahan, penataaan tatalaksana, penataan sistem
m%ﬁajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja,

-

da:ﬁqpenguatan kualitas pelayanan publik.

&
= Berikut ini data tentang pelaksanaan anggaran petikan tahun anggaran 2020
o]
dag ini masuk dalam kategori akuntabilitas kinerja. Akuntabilitas kinerja
m§rupakan salah satu dari tujuan reformasi birokrasi.
]

G%hbar 1.1 Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2020

(0]

Infgrmasi Kinerja
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©
g Dari gambar diatas menunujukkan bahwa pelaksanaan anggaran harus

-
sesuai dengan informasi kinerja agar anggaran jelas dan terstruktur dan bersifat
=
akgntabilitas.
= : : .
—- Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan
=
penelitian tentang bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi
Kgas | TP Pekanbaru dengan Judul “Analisis Reformasi Birokrasi di Kantor
c
Irf;{\_igrasi Kelas | TPI Pekanbaru”.
jeb)

py)
1.ZRumusan Masalah
c

Berdasarkan uraian latar belakang, maka masalah yang dirumuskan oleh

peneliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas | TPI

Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor
¥ Imigrasi Kelas | TPI Pekanbaru?
:
1.§Tujuan Penelitian
E-l. Untuk mengetahui pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi

Kelas | TPl Pekanbaru?

no

Untuk mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan reformasi

birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru?
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1.§)D\/Ianfaat Penelitian

e

1.

1D

o e)ysng NIniiw eid

nei

w

Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan sebagai bekal dalam menerapkan ilmu
yang telah diperoleh di bangku kuliah dalam dunia kerja yang
sesungguhnya.

Bagi Objek penelitian

Sebagai bahan masukan dan tambahan bagi pihak kantor untuk
memperbaiki ke arah yang lebih baik lagi.

Bagi Objek Pustaka

Hasil dari penelitian diharapkan dapat menjadi bahan bagi penulis
selanjutnya yang ingin meneliti masalah yang sama dan menjadi referensi

bacaan bagi semua pihak yang membutuhkannya.

1.5 Batasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak terlalu luas dan jelas ruang lingkupnya maka

1S

dikemukakan batasan penelitian sebagai berikut:

Tuf) drureysy

2.

16°S

ATSIIA

jo

%S
c

Pada analisis ini peneliti memfokuskan pada pelaksanaan reformasi
birokrasi

Penelitian ini dilakukan di Kantor Imigrasi kelas | TPI Pekanbaru

istematika Penulisan

istematika pembahasan penelitian ini secara keseluruhan terdiri dari 3 bab

dai sub bab lainnya, meliputi :
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Pendahuluan

Bab ini terdiri dari : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan,
manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

Landasan Teori

Bab ini membahas teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan
yang dibahas, teori yang diangkat penulis yaitu mengenai teori-teori
tentang reformasi birokrasi.

Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan
sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian, populasi
dan sampel dan teknik analisis data.

Gambaran Umum

Dalam Bab ini dikemukakan tentang sejarah singkat, visi dan misi,
tugas pokok dan fungsi, tugas masing- masing bagian kantor dan
struktur Kantor Imigrasi Kelas | TP1 Pekanbaru.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Bab ini merupakan bab yang membahas tentang hasil penelitian dan
pembahasan masalah, yang terdiri dari analisa-analisa tentang
Pelaksanaan dan faktor hambatandalam Reformasi Birokrasi oleh
Kantor Imigrasi Kota Pekanbaru.

Kesimpulan dan Saran

Pada Bab ini dijelaskan kesimpulan penelitian dan saran-saran yang

diambil berdasarkan uraian bab-bab sebelumnya.
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BAB |1

LANDASAN TEORI

dioyeH @

2.1y Reformasi

L5

Saat ini pemerintah tengah fokus melakukan reformasi yang bertujuan untuk

memperbaiki birokasi yang selama ini dinilai buruk oleh masyarakat. Reformasi

1@ W

sebenarnya sudah ada sejak ada sejak zaman pemerintahan yang terdahulu.

nNSEN

DF;{pana dapat dilihat telah adanya usaha-usaha perubahan yang telah dilakukan
OI;Jb pemerintah indonesia pada waktu itu. Reformasi dapat diterjemahkan dengan
p;haknaan upaya yang dilakukan untuk menjadikan pemerintahan lebih baik lagi
dari sebelumnya.

Seperti halnya Samodra Wibawa (2005 : 207) menyatakan bahwa reformasi
adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu tatanan, karena tatanan
tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan kebutuhan zaman-baik karena
tidak efisien, tidak bersih, tidak demokratis, dan sebagainya. Selain berupa
re?rmasi, gerakan perubahan bisa mengambil bentuk revolusi, transformasi,

-

pe:ﬁbangunan, modernisasi dan seterusnya. Semua istilah ini mempunyai hakekat
&

yaAg kurang lebih sama, hanya berbeda dalam hal tempo, tujuan, pelaku,
™

ketl:Dmpok sasaran, lokasi dan citra.

Sedarmayanti (2009:67), mengatakan bahwa reformasi merupakan upaya

Bisiaal

g sistematis, terpadu,konferensif, ditujukan untuk merealisasikan tata

<

erintahan yang baik (Good Governance). Widjaja (2011:175), mengatakan

o)
[n&gjo

bagwa reformasi adalah suatu usaha yang dimaksud agar praktik-praktik politik,

pe?erintah,ekonomi dan sosial budaya yang dianggap oleh masyarakat tidak

12
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©
se%ai dan tidak selaras dengan kepentingan masyarakat dan aspirasi masyarakat

-
digbah atau ditata ulang agar menjadi lebih sesuai dan lebih selaras(sosio-

d

reffomasi).
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa reformasi merupakan

bahan yang didalamnya terdapat upaya untuk menjadikan pemerintah menjadi

Ew

P
baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Dalam hal ini dapat dikatakan

bafiwa untuk menciptakan pemerintah yang baik, berarti fokus dari reformasi itu

ey3n

sengliri birokrasi, karena birokrasi merupakan badan penyelenggaraan urusan
QD
negara. Sehingga untuk mewujudkan good governance berarti harus dilakukannya

reformasi pada badan birokrasi.

2.2 Birokrasi

Penjelasan dari reformasi diatas menunjukkan bahwa saat ini fokus dari
reformasi yang dilakukan pemerintah yaitu untuk memperbaiki birokrasi.
Te(;gjapat banyak definisi mengenai apa yang dimaksud dengan birokrasi itu
segdiri, yang masing-masing memberikan penjelasan yang berbeda-beda tentang

bitokrasi.

I

~ Dalam kaitan penyelenggaraan pemerintahan, sifat dan lingkup

=

pegerjaannya, serta kewenangan yang dimilikinya birokrasi menguasa aspek-
(g°]
-t

aspek yang sangat luas dan strategis. Birokrasi menguasai kewenangan terhadap

P

]
akses-akses seperti sumber daya alam, anggaran, pegawai, proyek-proyek, serta

@)
ménguasai akses pengetahuan dan informasi yang tidak dimiliki pihak lain
js¥]

D@gan posisi, kemampuan, dan kewenangan yang dimilikinya tersebut, birokrasi

et
blE(gn saja mempunyai akses yang kuat untuk membuat kebijakan yang tepat
L o
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©
seg."slra teknis, tetapi juga untuk memperoleh dukungan yang kuat dari masyarakat

dag_dunia usaha. Selain itu, birokrasi dengan aparaturnya juga memiliki berbagai
keg‘hlian teknis terspesialisasi yang tidak dimiliki oleh pihak-pihak diluar
bi?g_krasi, seperti dalam hal perencanaan pembangunan, pengelolaan infrastruktur,
peg/elenggaraan pendidikan, pengelolaan transportasi transportasi dan lain-lain.
Dalam konteks policy making process, birokrasi di Indonesia juga memegang

c
pefanan penting pada semua tahapan mulai dari tahap perumusan, pelaksanaan,

da?mpengawasan berbagai kebijakan publik, serta dalam evaluasi kinerjanya. Dari
ga%baran di atas nyatalah, bahwa birokrasi di Indonesia memiliki peran yang
cukup besar. Besarnya peran birokrasi tersebut akan turut menentukan
keberhasilan pemerintah dalam menjalankan program dan kebijakan
pembangunan. Jika birokrasi buruk, upaya pembangunan akan dipastikan
mengalami banyak hambatan. Sebaliknya, jika birokrasi bekerja secara baik, maka
program-program pembangunan akan berjalan lebih lancar. Pada tataran ini,
bi?krasi menjadi salah satu prasyarat prasyarat penting keberhasilan

(¢]
pegbangunan.

Peran birokrasi dengan fungsi administrasi negara dilakukan oleh birokrasi.

Q oTwre|

Jadi birokrasi diartikan sebagai keseluruhan lembaga pemerintahan negara, yang

3
eATU

puti aparatur kenegaraan, aparatur pemerintahan, serta sumber daya manusia

Brisx

bifokrasi yang terdiri atas pejabat negara dan pegawai negeri.

Menurut Prajudi Atmosudirjo (2003) birokrasi mempunyai tiga arti.

}InsJjo

Qre

Pertama, birokrasi adalah organisasi sekelompok pejabat-pejabat sejenis tertentu

1Bedg

g bekerjasama secara ketat. Kedua, birokrasi adalah sistem atau tata kerja

<
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kagiJ, inpersonal(non emosional), dan tidak boleh menyimpang sedikit pun dari

-
peraturan-peraturanyang berlaku serta kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan.

o
Kétiga, birokrasiadalah setatus jabatan yang terikat kepada sumpah kesetiaan,

ke%hasiaan, dankejujuran ketat untuk seumur hidup dan biasanya gaji serta
pgsiun yang ekstratinggi.

i Berdasarkan ketiga arti birokrasi dari Prajudi Atmosudirjo diatas, maka
biggkrasi dapat dipahami sebagai suatu organisasi, sebagai suatu sistem kerja dan
segagai suatu status kepejabatan. Oleh karena itu, dalam memahami performance
(pgnampilan) birokrasi harus menganalisis ketiga unsur yang ada dalam birokrasi
tersebut.

Birokrasi dalam pengertian keseharian selalu dimaknai institusi resmi yang
melakukan fungsi pelayanan terhadap kebutuhan dan kepentingan masyarakat
(Tjokrowinoto: 112).

Menurut Miftah Thoha (2007), birokrasi merupakan kepemimpinan yang
di%ﬁgkat oleh suatu jabatan yang berwenang, dia menjadi pemimpin karena

-

o . . . l B . ] . :
m%ngepalal suatu unit organisasi tertentu. Kepemimpinan birokrasi selalu dimulai

F—

+¥]
daf peran yang formal, yang diwujudkan dalam hirarki kewenangan.

™
€ Menurut Hegel dalam Sulistio dan Budi (2009:07), mengungkapkan bahwa

=

biEs;krasi adalah institusi yang menduduki posisi organik yang netral dalam
sté'kutur sosial dan berfungsi  sebagai penghubung antar negara yang
meifmanifestasikan kepentingan umum dan masyarakat sipil yang mewakili
keﬁ'gentingan khusus dalam masyarakat. Blau dalam Pasolong (2008:7),

gatakan bahwa birokrasi merupakan organisasi yang dirancang untuk

nery wisey jueds
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m%yelesaikan tugas-tugas administratif dengan cara mengkoordinasi pekerjaan

-
banyak orang secara sistematis.

o

o Senada dengan pendapat diatas menurut Muhaimin dalam Sulistio dan Budi

(23@9: 08), mengatakan bahwa birokrasi adalah keseluruhan aparat pemerintah,

=
batk sipil maupun militer yang bertugas membantu pemerintah (untuk memberikn

SN

pelayanan publik) dan menerima gaji dari pemerintah karena statusnya itu.

Melihat berbagai pendapat tentang birokrasi diatas penulis menyimpulkan

bajwva birokrasi dapat dikatakan sebagai suatu organisasi yang memiliki tugas

eg%exsn

sebagai penyelenggara pemerintahan dan bertugas untuk melayani masyarakat.
Reformasi ditujukan untuk memperbaiki birokrasi dikarenakan birokrasi lah yang
bertugas melayani masyarakat dan bersentuhan langsung dengan masyarakat, oleh
karena itu untuk memperbaiki penyelenggaraan pelayanan publik maka

pemerintah melakukan reformasi birokrasi.

2.

w

. Reformasi Birokrasi

Menurut Sedarmayanti (2009: 72)mengatakan bahwa reformasi birokrasi

3
%SI djels

pakan upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara

o
Srux

gan tujuan efektifitas, efisien, dan akuntabilitas. Dimana reformasi biokrasi itu

3
BN

cakup beberapa perubahan yaitu:

1.

ISIOA

_Perubahan cara berfikir (pola pikir, pola sikap, dan pola tindak), perubahan
yang dimaksud yaitu birokrasi harus merubah pola berfikir yang terdahulu
(buruk), birokrasi harus memliki pola pikir yang sadar bahwa mereka sebagai

pelayan masyarakat, mereka harus memiliki sikap dan pola tindak yang baik

nery wisey jireAg uejng jo A3
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gsesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam artian tidak menyimpang

-
o dari peraturan yang telah ditetapkan.

©

—

2.q, Perubahan penguasa menjadi pelayan, perubahan yang dimaksud vyaitu

=
—-birokrasi harus merubah sikap mereka, karena dapat kita ketahui bahwa

=
—selama ini birokrasi selalu menganggap bahwa mereka adalah penguasa

karena memiliki jabatan yang tinggi dibanding masyarakat sehingga mereka

membuat mereka beranggapan bahwa mereka adalah penguasa yang harus

d BYSNS NI

selalu dihormati. Oleh karenanya hal seperti itu harus dihilangkan dari

nei

birokrasi.

3. Mendahulukan peranan dari wewenang, perubahan yang dimaksud yaitu
birokrasi harus selalu mendahulukan perananannya yaitu sebagai pelayan
masyarakat harus dapat melayani masyarakat dengan baik, dengan cara
menyampingkan wewenang mereka sebagai pejabat atau pegawai pemerintah.

4. Tidak berfikir hasil produksi tapi hasil akhir, perubahan yang dimaksud yaitu

g.?birokrasi harus selalu mengutamakan hasil akhir dari pelayanan yang mereka
;berikan kepada masyarakat seperti menciptakan kepuasan pada masyarakat.
]
=+ Penjelasan diatas menunujukan bahwa untuk mereformasi birokrasi ada
=
beBerapa hal yang dirubah dari birokrasi itu sendiri. Setelah melihat berbagai
<
(g°]
peRpjelasan tentang reformasi birokrasi diatas, pada hakekatnya Reformasi
Bizokrasi merupakan bagian dari Reformasi Administrasi, dapat dikatakan dalam

B J

ungannya tindakan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam reformasi

administrasi salah satu tujuannya yaitu untuk mereformasi birokrasi.

nery wisey juredg eyl
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g Menurut Caiden dalam Zauhar (2007: 6), mengatakan bahwa reformasi

-
administrasi sebagai the artificial inducement of administrative transformation

©
agginst resistance, dimana dapat diartikan bahwa reformasi administrasi

=

merupakan keinginan atau dorongan yang dibuat agar terjadi perubahan atau
~

transformasi di bidang administrasi. Kemudian menurut Caiden dalam Zauhar

(2@2: 8), juga mengatakan bahwa reformasi administrasi sebagai upaya untuk

c
mgrhyempurnakan atau meningkatkan kinerja (performance). Sementara itu

jeb)
menurut Yehezkel Dror dalam Zauhar (2007:6), reformasi administrasi adalah

pe?ubahan yang terencana terhadap aspek utama administrasi.

Dalam hal ini, penjelasan tentang maksud dari reformasi administrasi
hampir sama dengan maksud dari reformasi birokrasi, yaitu sebagai upaya
perubahan untuk meningkatkan kualitas birokrasi. Setiap perubahan yang akan
dilakukan selalu memfokuskan birokrasi sebagai sasaran perubahan, hal ini
dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada dimasyarakat. Mengingat

ba.ERNa birokrasi lah yang selalu bersentuhan langsung dengan masyarakat oleh

-

® A I J
ka&ena itu birokrasi dituntut untuk dapat memaksimalkan tugas dan fungsinya nya

F—

o]
sePagai pelayan dalam melayani masyarakat.
™

g Menurut MenPan (www.menpan.go.id, diakses 19 Agustus 2014),

reﬁ)rmasi birokrasi merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan

w

pe’EJbahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama
(=}

m’éﬁyangkut aspek-aspek pada penerapan pelayanan prima. Menurut Direktorat
<

Jeg(.jeral Peraturan Perundang-Undangan (www.ditjen.kemenkumham.go.id,

neny wisey jrredg
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digjkses 20 Agustus 2014), mengatakan bahwa reformasi birokrasi adalah upaya

pe@bahan, dimana perubahan yang dilakukan terkait reformasi birokrasi yaitu:
1.?Perubahan cara berfikir
2.?_?enataan peraturan perundang-undangan
3.Eenguatan organisasi
4.07Eenataan tata laksana
S.E_Manajemen SDM aparatur
6.Q;JBenguatan pengawasan
7.$enguatan akuntabilitas Kinerja
8. Peningkatan kualitas pelayanan publik

Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance). Dengan kata lain, reformasi birokrasi
adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya
guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan
pe@bangunan nasional. Selain itu dengan sangat pesatnya kemajuan ilmu
peggetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan
stlg.tegis menuntut birokrasi pemerintahan untuk direformasi dan disesuaikan
de§gan dinamika tuntutan masyarakat. Oleh karena itu harus segera diambil
Ia%kah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematik, sehingga
tu,%an dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien.
quf’prmasi di sini merupakan proses pembaharuan yang dilakukan secara bertahap

da;ng'. berkelanjutan, sehingga tidak termasuk upaya dan/atau tindakan yang bersifat

ra%kal dan revolusioner.
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g Birokrasi secara leksikal berarti alat kelengkapan negara, terutamameliputi

bi%ng kelembagaan, ketatalaksanaan, dan kepegawaian, yang mempunyai
ta-gggung jawab melaksanakan roda pemerintahan seharihari.Secara umum,
pe%bangunan birokrasi mencakup berbagai aktivitas terencana yang berkelanjutan
ya;‘@\_g ditujukan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dalam menjalankan
fugzgsi-fungsinya (Adi Suryanto, 2012).

‘E_ Pembangunan birokrasi yang bersih dan bebas KKN menyangkutseluruh
se;qui birokrasi, bukan hanya PNS/birokrat, namun meliputi pembangunan
stlﬂgéktur, sistem, business process, dan karakter/etika moral. Secara terencana
pembangunan Birokrasi pun dilakukan melalui sebuah proses multidimensi yang
disebut Reformasi Birokrasi. Secara khusus Presiden telah menetapkan Perpres
N0.81/2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025. Upaya
penataan pembangunan birokrasi yang komprehensif seperti inilah yang secara
substansi oleh Sofian Effendi (2010) disebut juga sebagai reformasi birokrasi.
K%uasan yang memusat mengakibatkan tidak adanya transparansi
segnggamenyulitkan lahirnya pertanggungjawaban publik. Tidak
acgpyaketerbukaan dikalangan instansi dan pejabat pemerintah, mengakibatkan
akgﬁs melakukan kontrol rakyat menjadi buntu dan mampet. Selain itu reposisi
da;_:@' restrukturisasi kelembagaan pemerintah perlu segera ditataulang, yang

w

méf'nungkinkan adanya kejelasan antara posisi jabatan politikdan birokrasi karier.
=]

Dé_ﬁgan demikian pertanggung jabaran publik bisa didorong dengan melakukan
o

da’g’entralisasi kekuasaan, transparansi, reposisi dan restrukturisasi kelembagaan

pen@%erintah. Struktur kelembagaan pemerintah warisan pemerintah Orde Baru
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pegu diperbaiki dan disempurnakan sesuai dengan perubahan strategis nasional

kig di era reformasi ini. Selain itu dengan memperhatikan prinsip efisiensi,
pe%ghematan, kordinasi, integrasi dan rasionalitas maka perampingan susunan
k%mbagana birokrasi pemerintah perlu dipikirkan. Selain itu efisiensi,
pegghematan, kordinasi, integrasi dalam susunan kelembagaan pemerintahan
peﬁu dilakukan sehingga tidak ada lagi kekembaran lembaga yang tugas dan
fuggsinya sama.(Thoha, 2002).

Q;E; Dale S. Beach (2000:110) menyatakan bahwa upaya untuk mewujudkan
re?@rmasi birokrasi, peran sumber daya manusia merupakan salah satu faktor
penentu keberlangsungan dan keberhasilan organisasi. Oleh karena itu sebagai
langkah awal dalam penyelenggaraan manajemen sumber daya manusia
diperlukan suatu perencanaan sumber daya manusia yang baik. Beach
mengemukakan 6 (enam) alasan mengapa pihak manajemen harus melakukan

perencanaan sumber daya manusia, yaitu:

1.5“3Future personnel needs, yang berarti bahwa perencanaan sumber daya

2}

= Manusia sangat vital atau penting untuk memastikan kebutuhan sumber daya

Turefs

manusia/pegawai di masa yang akan datang;

N

Ajrs1aarun d

Coping with change, yang berarti bahwa perencanaan sumber daya manusia
dapat mengkondisikan organisasi untuk mampu beradaptasi terhadap
'perubahan. Perubahan yang ditandai dengan persaingan yang Ketat serta
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dapat

mengakibatkan perubahan beban kerja, kompetensi yang dibutuhkan serta

kuantitas dan kualitas sumber daya manusia;
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b )

3,

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

h

NVIE YYSNS NIN
o0
llf U

ﬁ:n
- |

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

22

©
3. High-talent personnel, yang berarti bahwa perencanaan sumber daya manusia

memungklnkan dalam memperoleh sumber daya manusia yang berbakat dan

potensial;

w ejdio ye

4—-strateg|c planning, setiap organisasi modern selalu memperhatikan
perencanaan strategik. Sementara perencanaan sumber daya manusia

merupakan komponen penting dalam perencanaan strategik tersebut;

ol
nely E){SHS NIN )1I

Equal employment opportunity, yang berarti bahwa perencanaan sumber daya
manu5|a dapat menciptakan terjadinya kesempatan yang sama bagi pegawai
untuk mendapatkan pelatihan, pendidikan, pengembangan, penempatan dan
kompensasi,

6. Foundation for personnel functions, perencanaan sumber daya manusia
memberikan informasi yang esensial atau penting bagi kegiatan kepegawaian
seperti; rekrutmen, seleksi, mutasi, promosi, pelatihan dan pemutusan
hubungan kerja.

Dari berbagai definisi tersebut, penulis menyimpulkan bahwa reformasi

£2181S

="

krasi yaitu suatu upaya perubahan yang dilakukan oleh pemerintah pada

%rz[s

si em penyelenggaraan pemerintahan untuk menciptakan atau membuat keadaan

gDI

me€Rjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya dengan melibatkan birokrasi sebagai

BATU

sagaran perubahan agar birokrasi menjadi lebih berkualitas.

N
B Aj1s1

Reformasi Birokrasi: Persepektif Dari Administrasi Publik

Dalam Perspektif administrasi Publik agenda reformasi terus bergeser. Di

QD
31e3[ng J

ir 1990-an sampai 2000-an reformasi masih berkisar pada agenda-agenda

%As

potitik, tetapi pembicaraan mengarah pada governance, partnerships, joined-up

neny wisey j1
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gom"siernment, dan kemudian ke trust dan transparency. Sebagian penulis menyebut

in';sebagai gelombang ketiga, namun masih sulit mengkarakterisasi gelombang
k;{ga tersebut (jika ada). Pergeseran ini mempunyai dua implikasi penting bagi
ao%inistrasi publik. Pertama, pemerintah perlu mengembangkan kapasitas
reaesentasi diri secara efektif dalam jaringan-jaringan institusi internasional.
Kéua, pemerintah perlu membantu meningkatkan daya saing ekonomi nasional
Iegcq_at efisiensi dan tatanan regulasi.

Q;E; Dari uraian di atas menuncul pertanyaan kemana arah utama reformasi?
Pegrgiode sejak pertengahan 1960-an sampai akhir 1970-an seringkali dipandang
sebagai golden age of planning (periode emas perencanaan). Namun, sejak 1980-
an, para kepala negara dan pemerintahan, serta para penasehatnya mulai
menginginkan suatu pendekatan yang lebih berwajah bisnis. Secara perlahan,
lewat doktrin maupun trial and error, sikap ini mengkristal ke dalam seperangkat
resep spesifik bagi reformasi sektor publik. Arah umum ini kemudian diberi label
seé&gai New Public Management (NPM) atau yang di USA disebut Re-inventing
Ggernment. Di era tersebut muncul klaim bahwa entrepreneurial government

F—

+¥]
tidak dapat dielakkan. Selanjutnya, di semua belahan dunia, pemerintah mengakui
™

petl:fl:lang bagi perbaikan kualitas dan efektivitas sektor publik. Privatisasi,

per_:@;gujian pasar dan keuangan swasta mulai digunakan di 10 negara berkembang.
Al%han ini mencakup pengembangan manajemen Kinerja, introduksi kompetisi
keéhalam sektor publik, menawarkan kualitas dan pilihan kepada warga negara,
d% lebih  memperkuat peran strategis pemerintah pusat ketimbang peran

.
operasional.
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g Dalam bidang Administrasi Publik, model Weberian masih diperlukan

-
namun terdapat pula pihak yang kontra dengan model ini karena terhadap efek

dL-% arah yakni meningkatkan efisiensi namun juga merugikan kinerja (Dwiyanto,
20%1). Dalam model ini, birokrasi dianggap sebagai organisasi satu kesatuan dari
atg hingga tingkatan bawah yang diatur berdasarkan kewenangannya. Namun,
m%alah lain yang muncul oleh karena model ini telah terkontaminasi dengan
kéentingan politik sehingga menggeser tujuan awal yaitu pelayanan publik.
Se?ujngga birokrasi berpotensi menjadi alat bagi penguasa. Reformasi birokrasi
daélnam perspektif Administrasi Publik adalah menjalankan reformasi administrasi
yang diartikan sebagai sebuah proses untuk meningkatkan proses birokrasi itu
sendiri dalam tujuannya meningkatkan pelayanan publik. Definisi ini juga
termasuk di dalamnya perilaku birokrat (Haning, 2015).

Selanjutnya Caiden & Siedentopt dalam Haning (2015) mengemukakan
bahwa keberhasilan pembaruan dalam administrasi publik terus meningkat
m%’alui enam strategi klasik (the old strategy), yaitu:

-

(¢]
1.; Peningkatan fungsi pemimpin organisasi dalam memahami tugas dengan

|

= baik, mampu memahami tuntutan lingkungan, mampu memanfaatkan bantuan

DI

n
(@
[
=

luar untuk kepentingan organisasi, dan memberdayakan staf, dan

melibatkan dalam pengambilan keputusan.

I9AIU

Ajrs

2:< Peran pejabat publik yang bersifat teknis dalam implementasi kebijakan telah
mengalami perubahan ke tanggungjawab untuk seleksi dan inisiatif

kebijakan, tanggungjawab manajemen yang besar, kompleksitas organisasi,
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gdari pengejawantahan tugas pemerintah kepada yang diperintah (to

-
o governed), sebagai wujud terjadinya pembaruan.

o
3.5 Organisasi publik yang telah ada dan eksis untuk periode waktu tertentu tidak

=
—-dapat dinilai hanya sebagai instrumen belaka, tetapi lebih dipandang sebagai

=
 suatu kelembagaan.

4. Banyak organisasi publik tidak punya kompetitor atau pesaing, tidak ada

sektor privat yang dapat menggantikan peran mereka, sehingga terdapat

d BYSNS NI

kecenderungan birokrasi menjadi monopoli dalam pengelolaan berbagai

nei

sektor publik. Dalam prospek jangka panjang fenomena ini perlu dilakukan
perubahan dengan melibatkan pihak swasta dan masyarakat dalam
pengelolaan sektor publik.

5. Subyek pembaruan administrasi adalah organisasi yang memiliki skala besar,

cenderung bersifat rigid, konservatif, pola kebiasaan dan bergerak lambat.

6. Pembaruan lebih banyak diarahkan pada pencapaian target yang nyata dan
gampang dicapai. Pembaruan di masa lalu dimulai dari perbaikan terhadap
mal-praktek administrasi dalam birokrasi. Perubahan itu dilakukan oleh
_orang-orang yang memiliki komitmen dan kemampuan untuk memperbaiki

berbagai kesalahan dalam birokrasi, dengan mencoba memahami akar

permasalahan lewat diskusi, kajian, debat dan sebagainya.

AJISIIATU) DTWR[S] 3)e)S

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa reformasi dalam perpektif

=)
A@hministrasi Publik, lebih dikenal dengan istilah reformasi administrasi
e

(ag'ministrative reform) yang diperkenalkan yang menekankan pentingnya
trafsformasi nilai-nilai baru kedalam birokrasi, sehingga birokrasi pemerintah
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dagat berkinerja baik dalam penyelenggaraan pemerintahan nasional, maupun

-
dagrah dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas, sebagai syarat

o
tefGiptanya kepuasan pelanggan (customer satisfaction) atas semua jenis layanan

=
yang diterima dari pejabat publik.
=

=
2.5-Tujuan Reformasi Birokrasi

w
< Menurut Jeddawi (2008:68), tujuan hakiki program reformasi adalah
w

L
meningkatkan  kualitas pelayanan kepada masyarakat, bukan untuk
py)

mewirausahakan birokrasi semata.Kaitannya dengan hal tersebut, maka

c
pengembangan kualitas dan kapabilitas sumber daya manusia sektor publik perlu
selalu diupayakan secara kontinyu dan sistematis, sehingga akan mampu
melaksanakan program reformasi secara tepat guna dan berhasil guna. Terlebih
lagi jika diingat bahwa kondisi lingkungan strategis organisasi pemerintah telah
demikian berkembang, yang semakin menuntut eksistensi aparatur negara yang
tra(p)sparan, bersih dan berwibawa, handal, bermental/ bermoral agama,
prgfesional, efektif dan efesien.

M%urut Sedarmayanti (2010: 75) tujuan reformasi birokrasi adalah:

B

1.7 Birokrasi bersih, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

2.§Birokrasi efesien , tidak boros/hemat dalam penggunaan sumber daya

3.§:Birokrasi efektif, mampu mengemban tanggung jawab, dan mencapai tujuan
;horganisasi yang telah ditentukan

4.§Birokrasi produktif, mampu memberikan output yang sesuai dengan tuntutan
akebutuhan masyarakat

5.?_ Birokrasi sejahtera, digaji sesuai dengan beban tugas, bobot dan tanggung
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gjawab jabatan serta status Pegawai Negeri Sipil dihargai masyarakat.

-
Sementara itu sasaran Reformasi Birokrasi adalah (Sedarmayanti, 2010: 75-

©

[

=
1.— Terwujudnya birokrasi professional, netral, dan sejahtera

=
— mampumenempatkan diri sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat

igunamewujudkan pelayanan masyarakat yang lebih baik.

c
2.§Terwujudnya kelembagaan pemerintah yang proporsional, fleksibel,

jeb)
- efektif,efesien di lingkungan pemerintah pusat dan daerah.
QD
3.< Terwujudnya ketatalaksanaan (pelayanan publik) yang lebih cepat,

tidakberbelit, mudah dan sesuai kebutuhan masyarakat.

2.6 Patologi Birokrasi

Risman Umar (2008) mendifinisikan bahwa patologi birokrasi adalah
penyakit atau bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai nilai etis,
atL(Jlr)an-aturan dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan serta norma-norma
ya%g berlaku dalam birokrasi. Selanjutnya Siagian (1994) menyatakan bahwa
p%)logi birokrasi menyatakan bahwa pentingnya patologi ialah agar diketahui
be%agai jenis penyakit yang mungkin diderita oleh manusia. Analogi itulah yang
begaku pula bagi suatu birokrasi. Artinya agar seluruh birokrasi pemerintahan
ne%rara mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin timbul baik bersifat
p;itik, ekonomi, sosio-kultural dan teknologikal. Siagian (1994) menyebut

@)
sefangkaian contoh penyakit (patologi) birokrasi yang lazim dijumpai. Penyakit —

js¥]
pe@yakit tersebut dapat dikategorikan dalam lima macam:
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@)

1.T Patologi yang timbul karena persepsi dan gaya menejerial para pejabat

10 ).

dilingkungan birokrasi (birokrat). Diantara patologi jenis ini antara lain,

penyalahgunaan wewenang dan jabatan, menerima suap, arogansi dan

1w eyd

-intimidasi, kredibilitas rendah, dan nepotisme.
Patologi yang timbul karena kurangnya atau rendahnya pengetahuan
ketrampilan para petugas pelaksana berbagai kegiatan operasional. Diantara

patologi jenis ini antara lain, ketidak telitian dan ketidak cekatan, ketidak

d BISNS NIN X

mampuan menjabarkan kebijakan pimpinan, rasa puas diri, bertindak tanpa

nei

pikir, kemampuan rendah, tidak produktif, dan kebingungan.

3. Patologi yang timbul karena karena tindakan para anggota birokrasi

melanggar norma hukum dan peraturan perundang — undangan yang berlaku.
Diantara patologi jenis ini antara lain, menerima suap, korupsi, ketidak

jujuran, kleptokrasi, dan mark up anggaran.

4. Patologi yang dimanifestasikan dalam perilaku para birokrasi yang bersifat

disfungsional atau negatif. Diantara patologi jenis ini antara lain, bertindak

sewenang-wenang, konspirasi, diskriminatif, dan tidak disiplin.

wej[sy 3je)s

Patologi yang merupakan akibat situasi internal dalam berbagai instansi di

T

lingkungan pemerintah. Diantara patologi jenis ini antara lain, eksploitasi

bawahan, motivasi tidak tepat, beban kerja berlebihan, dan kondisi kerja

Ajrs1aarun d

'kurang kondusif.

Perilaku birokrasi yang bersifat pa-tologis bukanlah merupakan hal yang

&ns jo

iri sendiri, tetapi merupakan hasil interaksi antara berbagai aspek, seperti

k birokrasi dan aspek individu yang ada dalam lingkungan. Aspek individu
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m%nbawa ke tatanan birokrasi, kemam-puan, kepercayaan pribadi, pengharapan,

kegytuhan, dan pengalaman masa lainnya. Ini semua merupakan karakteris-tik
in%vidu, sedangkan karakteristik birokrasi terdiri dari susunan hirarki, adanya
pe%bagian kerja, adanya tugas-tugas dalam jabatan tertentu, adanya wewenang
dg tanggung jawab, adanya sistem penggajian tertentu, adanya sistem
pe&zgendalian. Jika karakteristik individu yang dikemukakan berinteraksi dengan
ka‘ihkteristik birokrasi, maka timbullah perilaku birokrasi (Sartika, 2013).

Q;E; Melihat berbagai pendapat tentang patologi birokrasi diatas penulis
mgnyimpulkan bahwa patologi birokrasi adalah suatu perilaku yang menyimpang
dari norma-norma atau aturan-aturan dalam birokrasi. Perilaku birokrasi yang
bersifat patologis ini timbul akibat adanya faktor-faktor dari lingkungan kerja
maupun individu itu sendiri. Misalnya dari persepsi dan gaya menejerial para

pejabat dilingkungan birokrasi (birokrat) seperti penyalahgunaan wewenang dan

jabatan, menerima suap, arogansi dan lain sebagainya.

wn

2.%Kriteria dan Ukuran Reformasi Birokrasi

Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi Birokrasi yang sesuai dengan

wes]

Pefaturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
=

Névnor 11 Tahun 2011 Tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan Reformasi
(g°]

BiEriasi ini berisi uraian atau penjabaran dari kriteria dan ukuran keberhasilan

P

]
sebagaimana termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

@)

Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025 dan Peratuan Menteri Negara
js¥]

Pe&dayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010

et
te@_ang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 — 2014. Uraian atau penjabaran
L o
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teI;DIebut terutama mengenai penjelasan masing-masing indikator keberhasilan dan

==
mefode penyusunannya.

©
=

o  Tujuan disusunnya dokumen ini untuk memberikan rujukan yang sama
daie_xm penggunaan kriteria dan ukuran keberhasilan reformasi birokrasi. Indikator
peglaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan pelaksanaaan reformasi
biﬁkrasi didasarkan pada prinsip S M AR T — C di bawah ini:

1.;_Spesific: indikator yang digunakan harus mampu menyatakan sesuatu yang

Q\;Ijghas/unik dalam menilai kinerja keberhasilan reformasi birokrasi.
Z.g\/leasurable: indikator yang dirancang harus dapat diukur dengan

jelas,memiliki satuan pengukuran, dan jelas pula cara pengukurannya.

3. Achievable: indikator yang dipilih harus dapat dicapai
olehKementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

4. Relevant: indikator yang dipilih dan ditetapkan harus sesuai dengan visi
danmisi, serta sasaran reformasi birokrasi.

5.§imely: indikator yang dipilih harus memiliki batas waktu pencapaian.

6.2.-;:ontinuity: indikator yang dibangun harus berkelanjutan dan dapat
gpenyesuaikan dengan perkembangan kemajuan reformasi birokrasi.

% Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Presiden
Ng:‘f'nor 81Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025
méﬁcakup ukurankeberhasilan tahun 2025, yang diharapkan telah menghasilkan

=

gc{yhernance yang berkualitasdi setiap Kementerian/Lembaga dan Pemerintah
o

D:isgrah, ditandai dengan:
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1.m3Iidak ada korupsi

Z.gl_'idak ada pelanggaran

3.§APBN dan APBD baik

4.?_S_emua program selesai dengan baik

5.gemua perizinan selesai dengan cepat dan tepat

6.i<omunikasi dengan publik baik

7.;_Penggunaan waktu jam kerja efektif dan produktif

8.9;8enerapan reward dan punishment secara konsisten dan berkelanjutan

9.g-|asil pembangunan  nyata  (propertumbuhan, prolapangan  Kerja,
danpropengurangan kemiskinan; artinya, menciptakan lapangan pekerjaan,
mengurangi kemiskinan, dan memperbaiki kesejahteraan rakyat)

Ukuran keberhasilan reformasi birokrasi pada tahun 2025 sebagaimana
dituangkan dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 — 2025 diharapkan
dapat dicapai secara bertahap melalui pelaksanaan road map reformasi birokrasi
yaﬁb disusun dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Keberhasilan pelaksanaan
regrmasi birokrasi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah akan

F—

m - - - - - - - -
begkontribusi besar bagi pencapaian sasaran reformasi birokrasi nasional.

=

n?2

2.§-Pandangan Islam Tentang Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi adalah bertujuan untuk perubahan ke arah yang lebih

g A31819

ik. Dalam hal ini munculnya reformasi birokrasi dikarenakan berbagai
salah yang muncul diakibatkan dari sistem birokrasi yang ada pada saat ini

mungkinkan untuk terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Salah satu contohnya
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©
agalah kita mengetahui karena sistem birokrasi yang lemah maka timbulnya

-
kerupsi, kolusi, dan nepotisme yang sampai saat ini masih terjadi.
Apabila kita terus menggunakan sistem yang seperti ini maka kita akan

us menerus berada dalam keterpurukan, karena Allah SWT telah menjanjikan

|[@w ey}d

wa Allah SWT tidak akan merubah keadaan suatu kaum sebelum kaum

NI @

tg;sebut yang merubahnya. Karena itulah diperlukan sebuah reformasi ke arah

c
yang lebih baik demi mencapai indonesia yang baik pula. Adapun makna
jeb)
reformasi sebagaimana terdapat dalam firman Allah SWT Surah Ar-Radu ayat

jah)

H:

}af}g,fx/\&ﬁ‘ ,/‘\' > A7 Aras ICOE T S gl AR /-‘/}ﬁ
s w . R P TP EANY.

_y & },
>

e

c
AT £ i i s L T T
PRI A I BT rr“"‘m‘bj—‘*’-&"a‘:‘i“

Tl 1 LA
(QVRITPPIERY

Arginya @ Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bekgiliran, di muka dan dibelakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah.
Segjngguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka
méhgubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri dan apabila Allah
mehghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat
ménolaknya dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia (Ar-Radu :

g

Dari ayat di atas jelaslah, bahwa dalam perubahan nasib suatu kaum ada dua

R SIIAT

or yang berada di balik keduanya yaitu manusia itu sendiri dan Allah SWT.

goﬁ

a ayat tersebut diterangkan bahwa dalam melakukan perubahan (reformasi)

ak cukup dilakukan oleh satu, atau dua orang saja, namun secara jelas Allah

eFIns

T menyatakan bahwa untuk melakukan perubahan diperlukan kumpulan

nery wisey ;[w% u
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©
cgang yang mempunyai tujuan yang sama dan jelas untuk mewujudkan

-
perubahan tersebut.
Ayat di atas menyebutkan :

“Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum” paling tidak

@11w eyd

dua ayat dalam Al-Qur’an yang membahas perubahan dalam konteks

rubahan sosial, yaitu ayat di atas dan Surah Al — Anfal ayat 53:

nery exsnEN|

Artinya : “(Siksaan) yang demikian itu adalah karena sesungguhnya Allah
sekali-kali tidak akan meubah sesuatu nikmat yang telah dianugerahkan-Nya
kepada suatu kaum, hingga kaum itu meubah apa-apa yang ada pada diri
mereka sendiri, dan sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha
Mengetahui.

Ada beberapa hal yang perlu digaris bawahi menyangkut kedua ayat di atas.
(Quraish Shihab. Tafsir Al- Misbah.Lentera Hati. 2002 him 568).

Pertama, ayat- ayat tersebut berbicara tentang perubahan sosial, bukan

[81 =231¢e}

p%qbahan individu. Ini dipahami dari penggunaan kata qaum / masyarakat pada

ke@ua ayat tersebut. Selanjutnya dari sana dapat ditarik kesimpulan bahwa

=
pe?ba]bahan sosial tidak dapat dilakukan oleh seorang saja, oleh karena itu

-t
digutuhkan kekuatan sekelompok orang untuk melakukan perubahan tersebut.
]

=8 Kedua, penggunaan kata gaum juga menunjukkan bahwa hukum
n

<
keg\asyarakatan ini tidak hanya berlaku bagi kaum muslimin atau suku, ras, dan

=
aggma tertentu saja. Melainkan diperlukan kerjasama antar kelompok yang ada

%]
de;"ﬁji mewujudkan kesejahteraan bersama.
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©
g Ketiga, kedua ayat tersebut juga berbicara tentang dua pelaku perubahan

-
yau Allah SWT dan manusia. Bagaimanapun manusia berusaha namun Allah

o
SWT tidak ridha, maka tidak akan terjadi perubahan. Oleh karena itu untuk

maakukan perubahan ke arah yang lebih baik, diperlukan usaha dan doa dalam
~

metakukan usaha.

i Keempat, kedua ayat tersebut menegaskan bahwa, Allah SWT akan

c
mgubah keadaan suatu masyarakat jika dimulai dari masyarakat itu sendiri. Jadi

jeb)
paga intinya segala kebobobrokan yang terjadi, mulai dari hal maling ayam

QD
sampai pada hal korupsi sekalipun akan mudah teratasi bila setiap individu

memulai untuk perubahan yang lebih baik.

2.9 Penelitian Terdahulu
Dalam penelitian ini penulis memaparkan sepuluh penelitian terdahulu yang
relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang Analisis Reformasi

Bi(rl())krasi Di Kantor Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru.

-
o

1.%Mohammad Thahir Haning, (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Reformasi
w
§3irokrasi di Indonesia: Tinjauan Dari Perspektif Administrasi Publik”. Hasil

éenelitian ini  menunjukkan vyaitu reformasi birokrasi yang dilakukan
=

ﬁiberbagai Negara pada umumnya dilakukan karena berbagai permasalahan
-t

w

i w

yang bersifat kompleks dalam birokrasi, yang menyebabkan disfungsi birokrasi

(=}
@alam penyelenggaraan tugas. Gagasan munculnya reformasi birokrasi secara

<
'@aris besar bersumber dari 2 kelompok. Kelompok pertama dari dalam

u

Birokrasi itu sendiri yang ingin menciptakan suatu perubahan kearah yang lebih

neny wisey jue
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?aik. Kelompok kedua, dari unsur masyarakat di luar birokrasi yang

-
dnengharapkan terciptanya suatu birokrasi yang bersih, transfaran dan

o
aakuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan.

2.~Yusriadi (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Reformasi Birokrasi Indonesia

=
¢ Peluang Dan Hambatan”. Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu dalam

> - . :
cBelaksanaan reformasi birokrasi mengalami beberapa kendala karena adanya

c
Uxbeberapa faktor baik dari internal dan eksternal, namun hal tersebut merupakan

Q;leaI yang wajar untuk langkah awal suatu perubahan yang lebih baik, mengingat
gndonesia masih merupakan negara berkembang, dimana negara berkembang
biasanya mengalami hambatan hambatan untuk menuju negara modern.
Hambatan yang dialami tersebut, bukan berarti menjadi kegagalan reformasi
birokrasi yang sedang dilaksanakan sampai sekarang ini. Dengan hambatan
tersebut, menghadirkan peluang untuk perubahan yang lebih besar, dimana
langkah tersebut terwujud dari kebijakan penerapan e-government sebagai
;@paya untuk penyelenggaraan pemerintah yang berbasis eletronik dalam rangka
i.-;weningkatkan kualitas pelayanan publik secara efektif dan efisien dengan
g?enataan sistem manajemen serta proses kerja dilingkungan pemerintah dan

m

?emerintah daerah.

=

]
3.x5aras Adhisti Yulia Pratiwi (2018) dalam jurnalnya yang berjudul “Reformasi

j_%irokrasi Terhadap Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)
Lo =

gahun 2014-2015(Studi Kasus Percepatan Izin UMK di Kecamatan Margadana

-

=~
Kota Tegal” Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu:

neny wisey jrredg
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Percepatan ITUMK di Kecamatan Margadana dihasilkan adanya perubahan
dalam sarana dan prasarana PATEN,SDM PATEN dan Strategi
penyampaian informasi dalam pelaksanaan PATEN di Kecamatan
Margadana Kota Tegal. Sarana prasarana PATEN terlihat dalam
penggantian dan pengadaan fasilitas pelayanan.

Adanya indikator percepatan IUMK berhubungan dengan reformasi
birokrasi terhadap PATEN di Kecamatan Margadana.

Dampak yang dirasakan masyarakat terkait PATEN di Kecamatan
Margadana bahwa masyarakat merasa puas dengan pelayanan publik yang

diterima.

4. Dandut Suyono, Teguh Pramono (2018) dalam jurnlanya yang berjudul

“Reformasi Birokrasi Di Badan Pusat Statistik Kabupaten Tulungagung”. Hasil

penelitian ini menunjukkan berdasarkan Implementasi PP No. 81 Tentang

Reformasi Birokrasi di Kantor BPS Kabupaten Tulungagung:

nery wisey jrredg uej[ng,jo A31s13A1ug dIWe[S] 3383

Disiplin  belum sepenuhnya memenuhi harapan reformasi, hal ini
ditunjukkan masih ada pelanggaran jam kerja berupa meninggalkan kantor
dengan keperlua bukan urusan kantor tanpa ijin pimpinan.

Peningkatan kinerja masih tergantung sistem intensif yang diberikan,
dimana sistem honorarium lebih memacu kinerja dibandingkan pemberian
tunjangan Kinerja

Kepemimpinan yang lemah lembut hanya cocok untuk pegawai yang pada

dasarnya tidak suka melanggar disiplin, dan sebaliknya bahwa untuk
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memimpin pegawai yang suka melanggar disiplin diperlukan gaya

komunikasi yang lugas dan gaya kepemimpinan yang tegas.

dioyeH @

Pemanfaatan fasilitas email oleh KSK belum sepenuhnya familiar demikian
juga sebagian KSK menggunakan laptop hanya untuk mengetik belum
digunakan dipergunakan lebih jauh sesuai fasilitas yang ada pada komputer
tersebut, ini memperlihatkan KSK belum banyak yang terampil.

atna Ani Lestari (2019) dalam jurnalnya yang berjudul “Reformasi Birokrasi

EX3NS NIN AW &

ZBelayan Publik”. Hasil penelitian ini menunjukkan yaitu dari paparan tentang

e

pentingya proses reformasi birokrasi bagi perbaikan pelayanan publik, maka
reformasi itu harus segera dilakukan dan terarah dan penuh dengan metode
atau perhitungan yang matang. Memang Indonesia adalah bagian dari dunia
ketiga yang memiliki berbagai kelemahan dalam melakukan reformasi
birokrasi, namun kelemahan-kelemahan itu segera diperbaiki dan segera
diperbaharui sehingga reformasi yang di cita-citakan dapat tercapai. Pelayanan
?ang baik terhadap publik adalah pelayanan yang dilakukan oleh birokrasi
g«ang merasa dirinya adalah bagian dari publik (pelayan publik), bukan
%irokrasi yang mempersulit publik dengan berbagai peraturan-peraturan dan
A

gyarat-syarat yang sengaja di persulit.Untuk itu reformasi birokrasi yang benar-

Ebenar peka terhadap kepentingan publik dan memiliki akuntabilitas terhadap

S

5ublik sangatlah mendesak diwujudkan.

neny wisey jrredAg uejng jo
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@)

.%P Defenisi Konsep

-
o Defenisi konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk
o

mghggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan , kelompok, atau individu yang

=
menjadi pusat perhatian dalam ilmu sosial [Singarimbun 2006:33].

1

3

=
— Adapun batasan defenisi konsep tersebut adalah :

Reformasi adalah gerakan untuk mengubah bentuk dan perilaku suatu

tatanan, karena tatanan tersebut tidak lagi disukai atau tidak sesuai dengan

d BYSNS NI

kebutuhan zaman-baik karena tidak efisien, tidak bersih, tidak demokratis,

dan sebagainya. (Samodra Wibawa (2005 : 207)

nei

Birokrasi merupakan kepemimpinan yang diangkat oleh suatu jabatan yang
berwenang, dia menjadi pemimpin karena mengepalai suatu unit organisasi
tertentu. Kepemimpinan birokrasi selalu dimulai dari peran yang formal, yang
diwujudkan dalam hirarki kewenangan.( Miftah Thoha (2007)

Reformasi birokrasi adalah suatu usaha perubahan pokok dalam suatu sistem

E’yang tujuannya mengubah struktur, tingkah laku, dan keberadaan atau

2}

= Kebiasaan yang sudah lama. Reformasi birokrasi ruang lingkupnya tidak

Turefs

hanya terbatas pada proses dan prosedur, namun juga terkait perubahan pada

tingkat struktur dan sikap serta tingkah laku. Hal ini berhubungan dengan

dengan permasalahan yang bersinggungan dengan authority atau formal

Ajrs1aarun d

'power (kekuasaan). (Sedarmayanti (2010: 75)

neny wisey jrredAg uejng jo
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digrik kesimpulannya.
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: Sugiyono (2014: 38) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu
o
atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai

va%asi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian

= Tabel 2.1
w
c
i Area Perubahan dan Hasil Yang Diharapkan
jeb)
2
Variabel Indikator Sub Indikator
Peraturan Presiden Organisasi Organisasi yang tepat fungsi dan

%epublik Indonesia

omor 81 Tahun 2010
%ntang Grand Design
Reformasi Birokrasi
2010-2025

Jaguuns ueyingaAuswl uep uejw

ej[ng jo AJISIdATU() dDIWIR[S] d)e}§

tepat ukuran (Right Sizing)

Tatalaksana

Sistem, proses dan prosedur kerja
yang jelas, efektif, efisien, terukur
dan sesuai dengan prinsip-prinsip
good governance

Peraturan Perundang-
undangan

Regulasi yang lebih tertib, tidak
tumpang tindih dan kondusif

Sumber daya manusia
aparatur

SDM aparatur yang berintegritas,
netral, kompeten, capable,
profesional, berkinerja tinggi dan
sejahtera

Pengawasan

Meningkatnya penyelenggaraan
pemerintahan yang bersih dan
bebas KKN

Akuntabilitas

Meningkatnya kapasitas dan
akuntabilitas kinerja birokrasi

Pelayanan publik

Pelayanan prima sesuai kebutuhan
dan harapan masyarakat

Pola pikir (mind set)
dan Budaya Kerja
(Culture set ) Aparatur

Birokrasi dengan integritas dan
Kinerja yang tinggi

umber: Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2019.
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B BAB I1I
{ah]
-
o METODE PENELITIAN
=
jeb)
= . .
3.: Lokasi dan Waktu Penelitian
-~
— Dalam penulisan proposal ini peneliti melakukan penelitian dilaksanakan di
=

K%Btor Imigrasi Kelas 1 TPI yang terletak di Jalan Teratai Nomor 87 Sukajadi

c
Kga Pekanbaru. pada kurun waktu Januari 2020 sampai dengan Juni 2020.

QO

3.? Jenis dan Sumber Data
3.2C.1 Jenis

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian mixed methods. Penelitian
mixed methods merupakan metode penelitian kombinasi antara metode penelitian
kualitatif dan kuantitatif dalam satu kegiatan penelitian untuk menyelesaikan
masalah penelitian dengan ditandai adanya data yang lebih komprehensive, valid,

reliabel dan objektif.

5

3.%2 Sumber Data

Dalam setiap penelitian untuk dapat mendukung proses dan hasil

Dure[sy

nelitian tersebut, maka dibutuhkan data-data yang pasti dan nyata dari objek
elitian. Dalam hal ini sumber data yang dipakai adalah :
a. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh peneliti dari
objeknya. Yang mana data primer disini diperoleh melalui pengamatan
langsung di lapangan, hasil wawancara dan menyebarkan angket atau

kuesioner.

41
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g b. Data sekunder adalah data yang diperoleh untuk melengkapi data
-
o primer yang didapat dari instansi yang bersangkutan. Yang mana data
o
o sekunder disini diperoleh melalui catatan yang dimiliki oleh institusi
= seperti, media internet, serta berbagai literatur-literatur dan tinjauan
=
— pustaka yang relevan dan mendukung penelitian ini.
=
3.? Teknik Pengumpulan Data
w
& Dalam penelitian ini teknis pengumpulan data yang dilakukan peneliti
adaah :
QD
1. Observasi

Menurut Sugiyono (2009 : 166) Observasi adalah pengamatan dan
pencatatan terhadap gejala-gejala yang diteliti. Observasi yang dilakukan adalah
observasi langsung. Untuk melihat bagaimana pelaksanaan reformasi birokrasi di
Kantor Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru.

2. Wawancara

¢ Menurut sugiyono (2009 : 72), wawancara adalah pertemuan dua orang
Ul’%.lk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat
digonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Penulis melakukan wawancara
ta%a jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan
K@egawaian, Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian, Kepala Sub Seksi
quzayanan Dokumen Perjalanan dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang dijadikan
daﬁm penelitian ini. dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara
ter%}ruktur terhadap narasumber (key informan) yaitu menggunakan panduan
be:"r?upa pertanyaan-pertanyaan yang akan dilontarkan kepada informan terkait

=)
deggan judul penelitian. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah HP,

bun:&u dan pena.
L o
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3.L Kuesioner
Q)

G
o Sugiyono (2015:199), menyatakan bahwa angket atau kuesioner merupakan

teﬁnik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat
peﬂ_anyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab atau
difEnggapi. Dalam penelitian ini angket berfungsi sebagai alat untuk mencari
infermasi  berdasarkan pengalaman pribadi yang tertuang dalam bentuk
pe(LQanyaan atau pernyataan yang sesuai dengan keadaan responden. Angket atau
ké—sioner yang digunakan adalah angket atau kuesioner yang telah dilengkapi
deﬁgan alternative jawaban dari responden terhadap jawaban yang mereka pilih
yalctu dengan menggunakan skala likert. Teknik ini digunakan untuk memperkuat
hasil data dari metode wawancara, observasi dan dokumentasi.
4. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengumpulan data melalui buku-buku ataupun literatur-
literatur yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Dokumentasi dalam
penelitian ini diperoleh dari Kantor Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru ataupun

buku-buku, serta literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian
-

.

ing:
@

3.% Informan Penelitian
o
' Subjek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk
=

m;,gnberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana
-

diE{asksan oleh Arikunto (2004: 145) subjek penelitian adalah subjek yang dituju
ur;.‘lk diteliti oleh peneliti. Jadi, subjek penelitian itu merupakan sumber informasi
ya%_jg digali untuk mengungkap fakta-fakta dilapangan. Berdasarkan penjelasan
te%}ebut, maka penentuan subjek penelitian digunakan untuk memperoleh

g . . .
informasi yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Dalam penyusunan

I
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pegblitian ini, penulis menggunakan unit analisis individu dan organisasi sebagai

saﬁan yang diperhitungkan dalam subjek penelitian.

E. Selanjutnya, penentuan subjek penelitian atau responden yang dianggap
seBagai key informan dilakukan dengan cara purposive sampling. Seperti yang
di@mukakan oleh Sugiyono (2010: 85) bahwa, teknik purposive sampling yaitu

telgik pengambilan sampel dengan sengaja dengan pertimbangan tertentu.
w

Peﬁimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang
-~

ap%yang kita harapkan. Sehingga akan memudahkan peneliti dalam menelususri
si@;asi yang diteliti.

Informan dalam penelitian kualitatif yaitu informan penelitian yang
memahami informasi tentang objek penelitian. Informasi yang dipilih harus
memiliki Kkriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian
yang dilakukan.

Adapun informan dalam penelitian ini meliputi:

Tabel 3.1 Key Informan Penelitian

No Subjek Penelitian Jumlah Informan
1 | Kepala Sub Bagian Tata Usaha 1
2 | Kepala Urusan Kepegawaian 1
4 | Kepala Sub Seksi Intelijen Keimigrasian 1
. Kepala Sub Seksi Pelayanan Dokumen .
Perjalanan
6 | Pegawai Kantor Imigrasi 2
7. | Masyarakat 3
Jumlah 9 informan

Sumber : Data olahan penelitian 2020.
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Populasi dan Sampel
Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek / subjek
yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh
peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Berdasarkan penelitian ini, yang menjadi sasaran populasi adalah
pegawai yang berperan langsung di kantor Imigrasi Kelas 1 TPl Kota
Pekanbaru yaitu sebanyak 83 orang.

Sampel

Menurut Sugiyono (2008:109) sampel adalah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa
sampel adalah sebagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi
karena memiliki karakteristik yang sama.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan rumus slovin untuk

menentukan jumlah sampel.

N

T=1TN. e

Ket : e = Kesalahan yang dapat ditoleransi (5-10%)
n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi

| = konstanta

Jadi :
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®
T 83
"f 1+ 83 (10%) 2
o
= - 83
3 1+ 83 (0,01
c 83
Z=17083
w
2 83
o n =
o 1,83
n'= 45

Jadi (N)= 83 pegawali, sedangkan n = 45
Berdasarkan hasil perhitungan diatas jumlah sampel pada penelitian ini
adalah 45 orang pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas | TPI Pekanbaru.

Tabel 3.2 Populasi dan Sampel

N Responden Populasi Sampel

1. Golongan 11 15 10

2. Golongan 11l 67 35
Jumlah 45 Sampel

ber : Data olahan penelitian 2020

3.6 Teknik Analisis Data

Untuk mngetahui pelaksanaan reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi

w
o Ajrsasatun JFuue|s 33e3g S

K@s 1 TPI Pekanbaru penulis menggunakan metode campuran (mixed methods)
e

adglah metode penelitian kombinasi antara metode penelitian kualitatif dan
=

kt,%)ntitatif dalam satu kegiatan penelitian untuk menyelesaikan masalah penelitian

neny wisey jue



D)

%

f
>

NV VASNS NIN

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z
‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

&
)

)

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

47

©
deggan ditandai adanya data yang lebih komprehensive, valid, reliabel dan

ob:i;ktif. Rancangan metode campuran yang digunakan yaitu rancangan
se-éjensial eksploratoris dimulai dengan data kualitatif dan setelah itu
m?_r?gumpulkan infomasi kunatitatif. Metode ini terdiri atas pertama-tama
mggumpulkan data kuantitatif dan setelah itu mengumpulkan data kualitatif
uqﬁk membantu menjelaskan dan mengelaborasi tentang hasil kuantitatif dan
hdjéil memberikan gambaran umum tentang permasalahan penelitiannya, lebih
ba?;yak analisis, khususnya melalui pengumpulan data kualitatif diperlukan untuk
mgqyempurnakan , memperluas atau menjelaskan gambaran kuantitatif umumnya.

Berdasarkan metode penelitian yang telah dikemukakan diatas maka data
informasi yang diperoleh akan dikelompokkan menurut jenisnya dan dipisahkan

sesuai dengan jenisnya dan diberi nilai persentase, disajikan dalam bentuk tabel

dan uraian dengan rumus persentasenya menggunakan rumus, sebagai berikut:

1009
P=Fx f

&) dTwre|s] aje3s

N

rangan:

Persentase

)
ISIVATU

i

Populasi
F sFrekuensi

Kemudian untuk mendapatkan kesimpulan analisis reforrmasi birokrasi di

A
neny wisey jrre£g uejngijo

tor Imigrasi kelas | TPl Pekanbaru, keseluruhan indikator yang telah diajukan
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b) Cukup sesuai / Kurang : 56 — 75 %
c) Tidak sesuai / Rendah : 40 — 55 %
d) Sangat tidak sesuai / Sangat rendah : 0 — 39 %

a) Tinggi/ Sesuai : 76 — 100%
Dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai rumus diatas maka hasil

da responden dengan menggunakan teknik pengukuran sesuai dengan

apat Suhairimi (Ari Kunto, 2004 : 171) sebagai berikut:
pe;m;elitian akan dapat diambil kesimpulannya dengan baik yaitu analisis

reﬂ)rrmasi birokrasi di Kantor Imigrasi kelas | TPI Pekanbaru.

© _m.m k %_ﬁﬁm milik UIN Suska State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
ﬂ\fl Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
_ 1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

fr .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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B BAB IV
{ah]
-
o GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN
=
jeb)
=1 . : .
4.1 Sejarah Singkat Kantor Imigrasi Kelas I TP1 Pekanbaru

— Secara geografis letak kota pekanbaru khususnya dan Riau umumnya sangat
stréegis terutama berbatasan langsung dengan Negara tetangga (Singapura,
Mgli_aysia dan Vietnam ) maka aspek keimigrasian di daerah ini cukup menonjol.

Q;E; Kantor Imigrasi Pekanbaru, dalam sejarahnya telah didirikan di kota ini
sej%k tahun 1950 an, yang pada waktu itu bernama jawatan berkedudukan di
tepian Sungai Siak. Diawali dengan sejumlah pejabat tehknis dan pegawai
administrasi yang kecil dan sarana operasional yang terbatas. Kegiatan

keimigrasian terus berkembang. Struktur organisasi terus berubah sesuai dengan

perkembangan dan pembangunan dan permasalahan Keimigrasian yang semakin

kompleks.

;U') Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. JM.2/11/11
Ké:ﬁtor Imigrasi klas 1 Pekanbaru dibentuk pada tanggal 17 Juni 1953 dengan
n%a Kantor Imigrasi Daerah Pekanbaru (KANDIM) yang berkantor di Pos
Ir’r\'ﬂ;grasi sungai Siak, JI. Pelabuhan Pasar Bawah Pekanbaru. Kemudian pada
taIEa;n 1975 lokasi Kantor Imigrasi dipindahkan dari pasar bawah ke JI. Teratai

®

%, 87 Pekanbaru, dengan luas tanah1.710m? dan luas bangunan 2.600 m? yang

(=}

tegghiri dari 2 lantai. Lantai 1 untuk layanan publik berupa pelayanan bagi WNI
e
daFg" pelayanan bagi WNA, bidang Informasi dan Sarana Komunikasi

K&:migrasian serta Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian. Lantai Il dipergunakan

49
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urgak seksi pengawasan dan penindakan, ruang karantina, ruang uruan keuangan,

rug]g fitness dan aula serta ruang arsip.

E’ Pada tahun 1982 terjadi integrasi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman
se%ngga terjadi perubahan nomenklatur dari Kantor Imigasi Daerah Pekanbaru
deggan wilayah kerja meliputi Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.
Dalam perkembangannya sesuai dengan surat Keputusan Menteri Kehakiman R.I
N;?\._ M.-03.PR.07.04 tahun 1991 wilayah kerja kantor imigrasi pekanbaru
di;)amping Kotamadya Pekanbaru dan Kabupaten Kampar juga termasuk
Ké:amatan Siak Sri Indrapura yang berada di Kabupaten Bengkalis, namun
setelah terbentuknya Kantor Imigrasi Klas Il Siak maka Kecamatan Siak Sri
Indrapura masuk kedalam wilayah kerja Kanim Siak.

Pemerintah telah menetapkan perubahan organisasi Departemen Kehakiman
dari system Holding Company sehingga Kanwil menjadi system Intergrated
Company sehingga Kanwil Ditjen Imigrasi dihapuskan dan kemudian dibentuklah
K%wil Departemen Kehakiman yang kemudian menjadi Kantor Wilayah

-

(¢]
K?nmenterian Hukum dan Perundang-Undangan, dan kemudian menjadi Kanwil

F—

+¥]
Dgpartemen Kehakiman dan Ham dan selanjutnya menjadi kantor Wilayah
=

K€=ﬁ1enterian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI dan Kantor Imigrasi sebagai unit
Pe_‘faksana Tehnis (UPT), berada dan bertanggung jawab dibawah Kantor Wilayah
]

K&henterian Hukum dan Hak Asasi Manusia Riau.
(=}

Kiﬁtor Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru mempunyai wilayah kerja yang meliputi:
e

g'l. Kota pekanbaru

. Kabupaten Kampar
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m33. Kabupaten Rokan Hulu

-
o4. Kabupaten Pelalawan

o
wDan Di Tambah dengan 2 Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) yang terdiri

3
dari:
=

1. TPI Bandara SSK Il Simpang Tiga Pekanbaru

é. TPI Sungai Dukuh di Sungai Siak Pekanbaru

c
w

4.2 Visi dan Misi Kantor Imigrasi Kelas | TPI Pekanbaru

py)
Adapun Visi, Misi, Motto Kantor Imigrasi Kelas | TP Pekanbaru yaitu:
c

Visi Kantor Imigrasi “ Masyarakat Memperoleh Kepastian Hukum”

Misi Kantor Imigrasi “ Melindungi Hak Asasi manusia”

Motto Kantor Imigrasi “ Melayani dengan Tulus”

4.3 Tugas Pokok dan Fungsi.
Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.03-

PR:07.04 Tahun 1991 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Kantor
o8]
Infirasi adalah Pelaksanaan Tehnis di bidang Keimigrasian di lingkungan Kantor

wn
V\'Igayah Departemen Kehakiman yang berada dibawah dan bertanggung jawab

ke'éada Kepala Kantor Wilayah. Kantor Imigrasi dipimpin oleh seorang Kepala
K%itor dan mempunyai tugas pokok dan fungsi Departemen kehakiman dibidang
kegmigrasian di wilayah bersangkutan.

Sr; Kantor Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru adalah unit pelaksana teknis di
bigang Keimigrasian di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan
HEM Provinsi Riau yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala

o
Kafitor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

nery wisey
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g Kantor Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru mempunyai tugas melaksanakan

-
sebagian tugas pokok dan fungsi Kementerian Hukum dan HAM Riau di bidang

o
Keéimigrasian.
2 Kantor Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru mempunyai fungsi:
g 1. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang informasi dan sarana
i komunikasi keimigrasian.
‘E_ 2. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang lalu lintas keimigrasian
Q;:;; 3. Melaksanakan tugas keimigrasian dibidang status keimigrasian
g 4. Melaksanakan tugas keimigrasian di bidang pengawasan dan
penindakan keimigrasian.
5. Melaksanakan tugas fasilitas bidang tata usaha

4.4 Tugas Masing-masing Bagian Kantor Imigrasi Kelas | TPI Pekanbaru

Kantor Imigrasi Kelas | TPI Pekanbaru:

ogugsmuun dTUIR]S] 3}€}S
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Seksi Lalu Lintas Keimigrasian

Seksi Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian
Seksi Status Keimigrsian

Seksi Informasi Keimigrasian

Sub Bagian Tata Usaha

ing — masing seksi memiliki tugas dan fungsi yang berbeda-beda sebagai



‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

NVIE YYSNS NIN
o

&

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

‘yejesew niens uenefun neje )iy uesinuad ‘uelode| ueunsnAuad ‘yeiw) efiey uesinuad ‘uenieuad ‘ueyipipuad uebunuaday ynun eAuey uednnbuad e

b )

3,

>

h

JJaquuns ueyingaAuswu uep ueywniueasusw edue) 1ul siny eAiey ynines neje ueibeqgas diynbusw Buele|q ‘|

0

Buepun-Buepun 1Bunpuing eidio eq

nelry eysng Nin Y!jlw ejdio ey @

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

10.

53

A. SEKSI LANTASKIM

Melakukan pengecekan kelegkapan berkas permohonan SPRI.
Melakukan pengecekan kelengkapan berkas Exit Re- Entry Permit
dan loket.

Membubuhkan paraf setelah lengkap berkas permohonan paspor dan
berkas exit Re- Entry Permit.

Melakukan pengawasan terhadap staf, loket, entry data, foto,
wawancara, pencetakan paspor, bagian pengambilan paspor dan
pengambilan Re- Entry Permit .

Melakukan koordinasi dengan staf Lantaskim (briefing).

Memberikan pertimbangan keputusan dalam hal pemberian ijin
bertolak ataupun ditolak keberangkatannya bagi yang secara otomatis
diarahkan oleh system maupun yang diarahkan petugas pemeriksa
keimigrasian.

Memberikan pertimbangan keputusan dalam hal pemberian ijin
masuk ataupun ditolak masuk ke wilayah indonesia bagi yang secara
otomatis diarahkan oleh system maupun diarahkan petuga pemeriksa
keimigrasian.

Memeriksa hasil laporan bulanan dan data statistik penumpang.
Menandatangani laporan penggunaan Visa On Arrival.

Melakukan koordinasi eksternal dengan pihak otoritas bandara dan

instansi terkait pada Lingkungan Bandara Sultan Syarif Kasim I1.
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11. Melakukan koordinasi dengan atasan langsung serta evaluasi dan
laporan terhadap pelaksanaan kerja pada sub seksi Perijinan dan
Lintas Batas.

12. Menandatangani dan memberikan penilaian terhadap kinerja petugas

seksi Lalu Lintas Keimigrasian.

B. SEKSI WASDAKIM

1. Menyusun rencana kerja seksi WASDAKIM.

2. Menandatangani berkas permohonan ijin keimigrasian telah diperiksa.

3. Memeriksa dan menandatangani berita acara pendapat.

4. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait.

5. Melakukan pengawasan keimigrasian pada wilayah kerja Kantor
Imigrasi Kelas | TPI Pekanbaru.

6. Mengkoordinir pelaksanaan pendetensian WNA dan Pendeportasian
WNA.

7. Menerima dan meneliti informasi tentang orang asing untuk tindak
lanjuti.

8. Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan pengawasan orang asing.

9. Melakukan pengesahan penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai.

C. SEKSI STATUSKIM

1. membuat rencana kerja tahunan pada seksi Statuskim.
2. menandatangani perpanjangan izin tinggal kunjungan pada paspor.
3. Memberikan paraf perpanjangan KITAS.

4. Memberikan paraf pada surat permohonan perpanjangan KITAP.
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. Memberikan paraf pada surat permohonan konversi ITK ke ITAS.

. Memberikan paraf pada surat permohonan ITAS ke ITAP.

. Mengusulkan perpanjangan KITAS dan KITAP ke Kantor Wilayah.
. Mengusulkan konversi ITK ke ITAS ke Kantor Wilayah.

. Menandatangani surat penangguhan perpanjangan ITAS.

Menandatangani surat penangguhan alih status ITK ke ITAS.
Menandatangani surat penangguhan alih status ITAS ke ITAP.

Memberikan paraf pada surat permohonan SKIM.

D. SEKSI INFOKIM

menyusun rencana program kerja seksi Infokim.
Menandatangani buku pengawasan orang asing.
Menandatangani Exit Permit Only.

Menandatangani mutasi alamat.

Menandatangani surat keluar.

Melaksanakan digitalisasi file.

Melaksanakan publikasi dan visualisasi.

Pemutakhiran data.

Membuat laporan bulanan dan statistik kegiatan WNI dan WNA.

Penataan arsip WNI dan WNA.

E. SUB TATA USAHA

Menyusun rencana kerja Sub Bagian Tata Usaha.
Menghimpun pendistribusian, pengelolaan arus surat menyurat denga

sistem kartu kendali untuk memperlancar penerimaan informasi.
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Mengumpulkan kearsipan surat masuk dan dokumen kantor.
Menyelenggarakan dan mengatur administrasi  pemeliharaan
kendaraan dinas.

Mengompilasikan pemeliharaan alat perlengkapan kantor, gedung
kantor, rumah dinas serta pemeliharaan pemakaian telpon, listrik, air
dan kebersihan ruangan.

Memeriksa berkas tagihan pemeliharaan kantor, rumah dinas, dan
biaya tanggungan listrik dan telepon.

Menghimpun usulan pelaksanaan penghapusan alat perlengkapan
kantor dan kendaraan dinas.

Menghimpun pembuatan daftar gaji dan rapel pegawai.

Menghitung dan menyelenggarakan pengurusan perjalanan dinas.
Menghimpun pelaksanaan pengamanan di lingkungan kantor.
Menganalisa data kepegawaian dan usul-usul formasi pegawai
sebagai bahan usul untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan Pra
jabatan dan ujian dinas tingkat | dan tingkat 1.

Menyusun usulan pemberian penghargaan, tanda penghormatan dan
kartu pegawai bagi CPNS vyang telah diangkat menjadi PNS,
permintaan pengujian kesehatan dan penyusunan DUK.

Membuat pengusulan kenaikan pangkat pengusulan pengangkatan
dalam jabatan struktural, pemindahan pegawai, pemberhentian dan

pensiun.
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Mf .nm a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
ll_-_\_n b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisa dan pembahasan pada bab — bab sebelumnya

mg\_ka dalam bab ini penulis menarik kesimpulan serta memberikan saran pada

Ingt'ansi tempat penulis melakukan penelitian supaya dapat bermanfaat bagi

Ké:ﬂtor Imigrasi Kelas | TPl Pekanbaru.

w
=

6.2 Kesimpulan
>

gl. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kantor Imigrasi Kelas | TPI

neny wisey jrreAg uejpng jo AJISIdAIU) dDTWE[S] 3}€)S

Pekanbaru sudah berjalan dengan baik ini dilihat dari pelayanan yang
diberikan sudah sesuai dengan pedoman standar pelayanan, fasilitas
yang memadai, pelaksanaan anggaran kinerja yang jelas, penggunaan
teknologi yang sangat membantu kinerja para pegawai Kantor Imigrasi
Kelas | TPI Pekanbaru. Dalam melibatkan fasilitas yang dimiliki dengan
sumber daya yang ada, Kantor Imigrasi mempunyai jaringan tersendiri
yang sudah berintegritas yaitu SISKIM (Sistem Informasi Manajemen
Keimigrasian) versi 2.0 sebuah jaringan yang terhubung dengan
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil sehingga data
— data sudah ada terhubung dengan kantor Imigrasi kelas | TPI
Pekanbaru dan mempermudah staff dalam mencari data. kemudian
pengusulan program diantaranya mencanangkan zona integritas menuju
wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah bebas bersih melayani

(WBBM), mengusulkan dan membuat perjanjian dengan Kabupaten

110
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©
g untuk pembukaan unit kerja keimigrasian di kabupaten pelalawan,rohul
; dan kampar yang nntinya akan difasilitasi oleh Bupati.
32. Adapun faktor hambatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yaitu
2 kurangnya sumber daya manusia sehingga ada beberapa pekerjaan yang
Z harus dirangkap demi memenuhi kebutuhan pelayanan masyarakat,
i jumlah kuota pelayanan pengurusan paspor dibatasi dan gangguan
‘E_ jaringan pada aplikasi antrian online, belum terealisasinya unit kerja
Q;E; keimigrasian karena memang masih diusulkan dan kantor Imigrasi masih
g berusaha membuat perjanjian dengan kabupaten agar nntinya bisa

disetujui dan dilaksanakan yang akan difasilitasi oleh Bupati nntinya.
6.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti dapat memberikan

saran kepada Kantor Imigrasi Kelas | TPI Pekanbaru Adapun saran tersebut:

1.

nery wisey ;[wz(g;w;[olgg jo &urg;taA;un dTUIR]S] 3}€}S

Melakukan penambahan pegawai dengan merekrut pegawai sesuai dengan
bidang yang dibutuhkan agar pekerjaan yang ada tidak menumpuk
dikerjakan secara rangkap oleh beberapa pegawai. Dan supaya lebih
efektif dan efisien lagi dalam melaksanakan tugas jika pegawainya
ditambah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan tersebut.

Melaksanakan program-program dengan baik yang akan meningkatkan
pelayanan publik kepada masyarakat.

Melakukan antisipasi untuk menjaga apabila terjadi kesalahan jaringan
Menambah jumlah kuota antrian sehingga tidak ada lagi keluhan akan

adanya kuota antrian online yang penuh.
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Terus berusaha dengan semaksimal mungkin dalam meningkatkan kinerja
yang baik supaya program seperti mencanangkan zona integritas menuju
wilayah bebas korupsi dan wilayah bebas bersih melayani, pengusulan
membuat perjanjian untuk membuka unit kerja keimigrasian di kabupaten

pelalawan, kampar,rohul dapat berjalan dengan lancar.

© Em k cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
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lf .n.. a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
I/\n_ b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

unsuscamay 2+ Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
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4.

Draft Wawancara

ANALISIS REFORMASI BIROKRASI DI KANTOR
IMIGRASI KELAS | TPI PEKANBARU

lw ejydio jeH @

.;_;Apakah menurut bapak/ibu Kantor Imigrasi telah menjalankan pelaksanaan

Eprogram reformasi birokrasi ?

.ﬁ(apan mulai dilakukannya reformasi birokrasi dan apa saja isi program dari

o, reformasi birokrasi di Kantor Imigrasi ?

.gBagaimanakah pelaksanaan reformasi birokrasi sudah sesuaikah dengan

:_qujuan dari reformasi birokrasi yakni mewujudkan tata pemerintahan yang
gbaik (Good Governance)?
Apakah yang menjadi faktor penghambat Kantor Imigrasi dalam pelaksanaan
reformasi birokrasi ?
Bagaimanakah solusi mengatasi hambatan dalam pelaksanaan program

reformasi birokrasi ?
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-[D§am ran§<a penyusunan skripsi, saya bermaksud untuk mengetahui tentang Pelaksanaan
9 gonnasi:’Birokrasi Di Kantor Imigrasi Kelas | TPI Pekanbaru. Hal ini dilakukan untuk
gmgm§eroléh informasi dari judul penelitian saya, dan untuk mencapai tujuan ini saya

]

%@n@ﬂara@an kesediaan Bapak/ibu untuk bekerjasama dengan cara memberikan informasi
=0 e . . . .

njya%geseju%rnya sesuai dengan tingkat pengalaman Bapak/ibu. Atas kesediaan anda saya
cgpkan teAima kasih.
-}Elasaridan petunjuk pengisian angket

5 =
: §ngke?atau soal ini diajukan dalam rangka pembuatan skripsi
. Jawabfh Bapak/ibu tidak akan mempengaruhi Bapak/ibu di Lingkungan kerja maupun

daIam%ehidupan Bapak/ibu

.= Jawaban Bapak/ibu adalah rahasia dan orang lain tidak mengetahuinya

ibawéh ini disediakan beberapa pertanyaan / pernyataan terkait masalah penelitian yang
sedan@diteliti. Untuk pertanyaan di bawah ini adalah pertanyaan tertutup
Berilah tanda centang (V) pada pilihan jawaban yang tersedia
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us Pquwal

gkat / §olongan
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han ja\gaban angket terdiri dari :

- =
angat Setuju (SS) : Dengan bobot skor 4
<

ugjjodabueuaénﬂugp ‘u
o

lclgd

etuju (S)E : Dengan bobot skor 3

urang S%uju (KS) : Dengan bobot skor 2

L} ugsiin

idak Setlgi:u (TS) : Dengan bobot skor 1
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Peratgran perundang-undangan dibuat untuk dijalani dan
dipatuhi
]

<
! (jifdfkator 1. Organisasi
Ng r 6 Pertanyaan Jawaban
© glx o SS |S |KS|TS
Ry 2 B 4 | 3 | 2 1
gl% EUStrukmr organisasi sudah berjalan sesuai dengan fungsinya
G (@]
= 3=
93 §trul&br yang ada sudah tepat ukuran
SEig ©
g&.ﬁ gida@_hanya membentuk struktur tetapi juga mengelola proses
c & |Falamrstruktur
-
e C
Sriiator 2 Tatalaksana
sca lp
N = Pertanyaan Jawaban
S = et SS |[S |KS |TS
2 = = 4 1 3] 2]1
Q 2 A
= s
@2 Prosés dan prosedur dalam bekerja sudah jelas dan terstruktur
El -
@.2. | Sistem kerja sudah berjalan secara efektif dan efisien
o O
=
5‘3.8 Menerapkan prinsip — prinsip good governance (tata kelola
~ = | pemerintahan yang baik) dalam proses penyelenggaraan
S 3 | pemerintahan
=5
N =
4.5 Prinsip good governanance harus dipenuhi  demi
B 8 terselenggaranya pemerintahan yang bersih dan sehat
s a
=)
5.; Tanggung jawab, transparansi dan partisipasi masyarakat harus
S o | ada dirsetiap penyelenggara pemerintahan
100 S Y
:z &
r@ikator E Peraturan Perundang-undangan
+¥]
w oy
§ =, Pertanyaan Jawaban
8 = SS |S |KS|TS
- = 4 | 3 | 2 1
2-

Peratgﬁan perundang — undangan yang dibuat tidak tumpang

tindif?

= . . . .
Peratdran menjadi pedoman bagi para pegawai dalam
berak#ivitas pada sebuah instansi

Pennglaan sistem yang kompleks sesuai dengan seperangkat
aturam;

‘Uejesew njens ugnelug Nere gy Uesinped "fieiode] Jeungn

nery wisey




‘nery eysng NN uizi eduey undede ymuaq wejep Ul sin} eA1ey yninjas neje ueibegas yeAueqiadwaw uep uejwnwnbuaw Buelse|iq ‘'z

nvrd visns NIn
o

I

sfi

‘nery BYsng NiN Jelem Bueh ueBunuadsy ueyiBniaw sepn uediynBuad °q

>

b )

3,

h

04

Peraturan sudah diterapkan dengan baik di Kantor Imigrasi
:g(ela% TPI Pekanbaru

o g|*

Ptg o

SaE =

Singlilgator 2. Sumber Daya Manusia

8§23 ©

;J:N‘@_ é ) Pertanyaan Jawaban

29S| 3 SS |S |KS |TS

[ e = -

c2a = 4 | 3 | 2 1

2

za@ =~

721.5 |Pegatvai memiliki pribadi yang jujur dan memegang teguh

S 2 Prinsig

2o O

§.§ Pega\gal bersifat netral dalam melaksanakan tugas dan

S c fungsmya

® =

= m - - - - -

5,3;2__ Pega\ﬂu bekerja sesuai dengan bidang keahliannya

5 E =

.5 Pegav%ai mampu bekerja secara prosfesional

S

: —

gg Pegawai lebih mengutamakan kepentingan publik dibanding

g' ® | kepentingan pribadi

> 3

m%g, Pegawai memiliki produktivitas yang tinggi sehingga

S 3 | menghasilkan sebuah prestasi

B o

nelikator 5. Pengawasan

B 3 w

Ng S Pertanyaan Jawaban
o SS |[S |KS|TS
@ 4 | 3 | 2 1
o

:lsqluns yexng

Penil?ian dan pengawasan terhadap perilaku, sikap dan kerja
pegawai sudah ditetapkan instansi

=
Penilaian dan pengawasan tidak memihak dan menilai secara

obyeﬁif

b=
Pimpinan selalu ada atau hadir ditempat kerja untuk mengawasi
bawa

93]
=

Pengcl'étan pengawasan diperlukan agar mencegah terjadinya
KKN:(korupS| kolusi dan nepotisme)
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] ator 6. Akuntabilitas
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Z
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Pertanyaan

Jawaban

S

KS

3

2

=
g

ABH @

>etiaP tugas dan kewenangan yang diberikan oleh atasan
epa® bawahan dapat dipertanggungjawabkan

Buripuigg e1did seH

jeb)

4-aporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah wajib disusun
?Ieh setiap instansi pemerintah

=

5 neje uelibegas diynbuawi Buele|qg ||

P

g(ant@ imigrasi bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan
Syang #ipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan

B

@angdelah ditetapkan
=

Sistegr akuntabilitas kinerja sudah berjalan dengan baik

Ing2Aiey yninje
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ikator &. Pelayanan Publik
c

Pertanyaan

Jawaban

KS

Pelayanan yang diberikan sudah memenuhi kebutuhan dan
harapan masyarakat

Pelayanan yang diberikan tidak membedakan kalangan atas
maupun kalangan bawah

b Uep ueywniesusw edue) 1LPS

Pelayanan bebas dari biro jasa dan pungli

-

MemEerikan kemudahan dalam pelayanan kepada masyarakat

YRsSNAuRd Y

e

wn
Pelayghan bersifat transparansi sehingga masyarakat dapat
mengakses informasi layanan secara mudah dan jelas
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ikator 5 Pola Pikir dan Budaya Kerja

o

Pertanyaan

Jawaban

S

KS

TS

3

2

ol AJTSI9A

Memgiki pola pikir yang positif berdampak pada kesuksesan
tugas-dan peran pegawai
js¥]

=
Memihki sikap dan perilaku kerja yang berorientasi pada hasil

==
%]
Budagg kerja yang baik akan menghasilkan kinerja yang tinggi
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